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IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 

TENTANG PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM 

PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME 

 

ABSTRAK 

 

Audyna Putri Kaslam 

Npm. 2202031005 

 

Perubahan ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memunculkan beragam tanggapan 

dari berbagai kalangan. Di satu sisi, perubahan tersebut dipandang sebagai upaya 

untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta 

menjamin keberlanjutan pelaksanaan program pembangunan. Di sisi lain, 

kebijakan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran karena dinilai berpotensi 

mengurangi esensi pembatasan kekuasaan yang merupakan salah satu prinsip 

utama dalam konstitusionalisme. Persoalan ini menjadi relevan untuk diteliti di 

Kampung Buyut Udik mengingat kepala desa di wilayah tersebut telah beberapa 

kali memperoleh mandat melalui pemilihan kepala desa sebelum berlakunya 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Kondisi tersebut memunculkan berbagai 

pandangan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan kepemimpinan, 

peluang regenerasi pemimpin desa, serta efektivitas pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan desa. serta menganalisis implementasinya dalam 

perspektif konstitusionalisme. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum 

empiris dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Data 

diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian 

dianalisis secara kualitatif menggunakan teori konstitusionalisme sebagai pisau 

analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penambahan masa 

jabatan kepala desa di Kampung Buyut Udik dipandang mampu mendukung 

keberlanjutan program pembangunan dan stabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Namun demikian, pelaksanaannya tetap memerlukan 

mekanisme pembatasan kekuasaan melalui pengawasan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD), partisipasi masyarakat, serta penerapan prinsip akuntabilitas. 

Berdasarkan perspektif konstitusionalisme, penambahan masa jabatan kepala desa 

pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum sepanjang tetap 

disertai pengawasan dan kontrol yang efektif terhadap penggunaan kewenangan 

kepala desa. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya 

ditentukan oleh lamanya masa jabatan, tetapi juga oleh efektivitas mekanisme 

pertanggungjawaban dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.   

Kata Kunci: Implementasi, Masa Jabatan Kepala Desa, Konstitusionalisme, 

Pemerintahan Desa.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Yurisdiksi Indonesia menegaskan eksistensinya selaku entitas negara 

berdasar atas hukum yang termuat di dalam Pasal 1 ayat (3) Konstitusi Dasar 

Negara Republik Indonesia Periode 1945. Ketetapan tertera membawa 

implikasi yuridis di mana segala bentuk perbuatan dan kebijakan aparatur 

pemangku kebijakan harus berlandaskan hukum serta berada dalam koridor 

konstitusi.
1
 Dalam sistem negara hukum yang demokratis, kekuasaan tidak 

dapat dijalankan secara tanpa batas, melainkan harus dikendalikan melalui 

prinsip konstitusionalisme.
2
 Prinsip ini menempatkan konstitusi sebagai 

instrumen utama untuk mengatur sekaligus membatasi penggunaan 

kekuasaan agar tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang oleh 

pemegang jabatan publik. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan, 

akuntabilitas, dan pembatasan kewenangan menjadi unsur penting dalam 

mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab.
3
 

Salah satu bentuk konkret pembatasan kekuasaan dalam sistem 

demokrasi adalah pengaturan mengenai masa jabatan pejabat publik. 

Pembatasan masa jabatan dimaksudkan untuk mencegah terpusatnya 

                                                       
1 Erham, Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan 

Konstitusionalisme, 2024. 
2 Sofni, Pembatasan Kekuasaan Pemerintah Dalam Hukum Administrasi Negara: 

Perspektif Hukum Umum Dan Hukum Islam, 2025. 
3 Jurdi, Legitimasi  Perubahan  Konstitusi  Non-Formal  Dan  Pembatasannya  Dalam  

Paham  Konstitusionalisme. 
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kekuasaan pada individu tertentu dalam jangka waktu yang terlalu panjang.
4
 

Selain itu, pengaturan tersebut juga berfungsi memberikan kesempatan 

terjadinya regenerasi kepemimpinan serta memperkuat peran masyarakat 

dalam melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
5
 Dari sudut 

pandang konstitusionalisme, pembatasan masa jabatan merupakan instrumen 

yang penting guna memelihara keselarasan di tengah kebutuhan akan 

kemapanan tata kelola negara serta tuntutan sistem demokratis yang 

menghendaki adanya pergantian kepemimpinan secara periodik.
6
 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, regulasi terkait periode 

kepemimpinan pimpinan desa beralih ketentuan setelah disahkannya UU No. 

3/2024 yang mengatur Perubahan Kedua atas UU No. 6/2014 tentang Desa. 

Sebelum perubahan ini berlaku, pimpinan desa memangku posisi sepanjang 

enam tahun untuk satu periode serta berkesempatan dicalonkan lagi maksimal 

tiga periode kepemimpinan. Namun, melalui perubahan regulasi tersebut, 

durasi kepemimpinan pimpinan desa diperpanjang berubah ke angka delapan 

tahun lewat batasan tertinggi dua kali masa dinas, secara beruntun ataupun 

berselang. Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan 

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, menjaga kesinambungan 

pembangunan, serta memberikan waktu yang lebih memadai bagi kepala desa 

                                                       
4 Maharani, Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden, 2020. 
5 Muja’hidah, Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi : 

Menghindari Otoritarianisme Di Era Demokrasi. 
6 Dairani, Desain Ideal Amandemen UUD 1945: Antara Pembatasan Masa Jabatan Dan 

Penguatan Sistem Presidensial. 
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dalam melaksanakan program-program pembangunan yang bersifat jangka 

panjang.
7
 

Meskipun demikian, kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala 

desa menimbulkan berbagai pandangan di kalangan akademisi maupun 

praktisi pemerintahan. Di satu pihak, kebijakan tersebut dianggap mampu 

menciptakan stabilitas pemerintahan dan menjamin keberlanjutan 

pembangunan desa.
8
 Namun di pihak lain, muncul kekhawatiran bahwa 

perpanjangan masa jabatan dapat mengurangi esensi pembatasan kekuasaan 

yang merupakan salah satu prinsip dasar negara hukum demokratis.
9
 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin panjang masa jabatan 

seorang kepala desa, semakin berkurang pula frekuensi masyarakat untuk 

melakukan evaluasi melalui mekanisme pemilihan. Selain itu, peluang 

munculnya pemimpin baru juga menjadi lebih terbatas sehingga proses 

regenerasi kepemimpinan berpotensi mengalami hambat.
10

 

Persoalan tersebut semakin relevan apabila ditinjau dari perspektif 

konstitusionalisme yang menekankan pentingnya mekanisme saling 

mengawasi dan mengimbangi di dalam tata kelola kekuasaan negara. 

Sejumlah kajian mengemukakan mengenai penambahan durasi 

kememimpinan pimpinan desa berpotensi menimbulkan dominasi otoritas 

                                                       
7 Faud, Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam 

MeningkatkanPembangunan Di Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
8 Nisrina Fawwazy Taorik, Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif 

Demokrasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa, 2025. 
9 Fadhila, Polemik Perpanjangan Masa Jabatan K epala Desa Dan Implikasinya Terhadap 

Demokrasi Lokal. 
10 Iqbal Rifa’i, Pro Kontra Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Dampak 

Terhadap Demokrasi Lokal. 
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pada kelompok tertentu, memperlambat pergantian elit politik di tingkat desa, 

serta mengurangi efektivitas pengawasan apabila tidak diiringi dengan sistem 

kontrol yang memadai dari masyarakat  maupun Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD).
11

 Dengan demikian, implementasi kebijakan tersebut perlu 

dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan tidak mengabaikan 

prinsip pembatasan kekuasaan yang menjadi karakter utama pemerintahan 

demokratis.
12

 

Pengkajian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tidak 

cukup dilakukan hanya melalui pendekatan normatif, tetapi juga perlu melihat 

bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik pemerintahan desa.
13

 

Kampung Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung 

Tengah merupakan salah satu kampung yang secara langsung mengalami 

dampak dari perubahan ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa.
14

 

Pemberlakuan aturan baru tersebut berpotensi memengaruhi berbagai aspek 

penyelenggaraan pemerintahan kampung, mulai dari keberlangsungan 

kepemimpinan, tingkat partisipasi masyarakat, mekanisme pengawasan 

pemerintahan, hingga peluang munculnya regenerasi kepemimpinan di 

tingkat lokal.
15

 Oleh sebab itu, kondisi yang terjadi di Kampung Buyut Udik 

                                                       
11 Nisrina Fawwazy Taorik, Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif 

Demokrasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa, 2024. 
12 Arfiansyah Manangin, Disrupsi Konstitusional Dan Regresi Demokrasi Lokal: Analisis 

Sosio-Yuridis Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. 
13 Zaini Andriansyah, Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Dalam 

Menyelesaikan Sengketa Kepala Desa Terpilih. 
14 Faudi, Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Meningkatkan 

Pembangunan Di Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2025. 
15 Ritonga, Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Undang–Undang Nomor 3 Tahun 

2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014, 2025. 
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menjadi menarik untuk dikaji sebagai gambaran implementasi kebijakan 

tersebut dalam praktik.
16

 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 turut membawa 

konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Buyut 

Udik, khususnya berkaitan dengan masa jabatan kepala desa. Ketentuan 

tersebut menyebabkan adanya penyesuaian masa jabatan bagi kepala desa 

yang sedang menjabat, sehingga berpengaruh terhadap keberlangsungan 

kepemimpinan di tingkat desa.
17

 Perubahan tersebut memunculkan beragam 

tanggapan dari masyarakat, baik yang berkaitan dengan keberlanjutan 

pelaksanaan program pembangunan maupun efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan desa.
18

 Di samping itu, peralihan durasi kepemimpinan 

pimpinan desa juga berkaitan pada peluang terjadinya pergantian 

kepemimpinan serta keterlibatan warga lokal pada ekosistem demokratis 

tingkat desa. Maka dari itu, sangat penting diadakan kajian guna memetakan 

secara mendalam mengenai pelaksanaan ketentuan tersebut di Kampung 

Buyut Udik serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip 

konstitusionalisme, terutama yang berkaitan dengan pembatasan kekuasaan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
19

  

                                                       
16 Ishak David Sauyai, Plaksanaan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. 
17 Ritonga, Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Undang–Undang Nomor 3 Tahun 

2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014, 2025. 
18 Ishak David Sauyai, Pelaksanaan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. 
19 Faudi, Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Meningkatkan 

Pembangunan Di Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2025. 
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Pemilihan Kampung Buyut Udik sebagai lokasi penelitian didasarkan 

tidak hanya pada diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 

yang membawa perubahan terhadap masa jabatan kepala desa, tetapi juga 

karena kampung tersebut memiliki karakteristik yang relevan dengan fokus 

penelitian. Sebelum ketentuan mengenai penambahan masa jabatan 

diberlakukan, kepala desa di Kampung Buyut Udik telah beberapa kali 

memperoleh kepercayaan masyarakat untuk kembali memimpin melalui 

mekanisme pemilihan kepala desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

keberlangsungan kepemimpinan di kampung ini tidak semata-mata 

dipengaruhi oleh perubahan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan, melainkan juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap kinerja kepala desa selama menjalankan pemerintahan. Atas dasar 

kondisi tersebut, peneliti memandang perlu untuk mengkaji lebih lanjut 

bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan penambahan masa jabatan 

kepala desa serta menilai apakah implementasinya tetap mencerminkan 

prinsip-prinsip konstitusionalisme, terutama yang berkaitan dengan 

pembatasan kekuasaan, regenerasi kepemimpinan, dan efektivitas mekanisme 

pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Penelitian ini tidak hanya memperoleh data dari kepala desa, Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat kampung sebagai 

penyelenggara pemerintahan desa, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai 

informan penelitian. Keterlibatan masyarakat dipandang penting karena 

mereka merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari setiap 
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kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, masyarakat 

memiliki peran dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta memberikan 

penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan kepala desa. Oleh 

karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji implementasi kebijakan dari 

sudut pandang pemerintah kampung, tetapi juga menganalisis pandangan 

masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi dan 

pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai penerapan UU No. 

3/2024 perihal perpanjangan durasi jabatan pimpinan desa pada lingkungan 

Kampung Buyut Udik di wilayah Gunung Sugih kawasan Lampung Tengah 

menjadi krusial guna dilaksanakan.
20

 Studi tersebut diarahkan dalam rangka 

mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut selaras 

terhadap pilar-pilar paham konstitusi, khususnya berupa hal yang berkaitan 

dengan restriksi atas otoritas, demokrasi lokal, serta akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan desa.
21

 Hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan gambaran mengenai apakah kebijakan tersebut mendukung 

penguatan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis atau justru 

menimbulkan persoalan terhadap kaidah-kaidah konstitusional sebagai pilar 

penopang jalannya sistem hukum Indonesia.
22

 

 

                                                       
20 Althof, A Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang 

Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa, 2023. 
21 Aprilia Permata Sellika, Analisis Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 

Tentang Desa Atas Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa. 
22 Rizal Azhary, Tinjauan Yuridis Tentang Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa 

Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. 
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B. Rumusan Masalahᵢ  

Berdasarkanᵢ uraianᵢ latarᵢ belakangᵢ diᵢ atas,ᵢ makaᵢ penulisᵢ 

mengambilᵢ rumusanᵢ masalahᵢ yangᵢ akanᵢ dibahasᵢ diᵢ dalamᵢ penelitianᵢ iniᵢ 

sebagaiᵢ berikut: 

1. Bagaimanaᵢ implementasiᵢ Undang-Undangᵢ Nomorᵢ 3ᵢ Tahunᵢ 2024ᵢ 

tentangᵢ penambahanᵢ masaᵢ jabatanᵢ kepalaᵢ desaᵢ diᵢ Kampungᵢ Buyutᵢ 

Udikᵢ Kecamatanᵢ Gunungᵢ Sugihᵢ Kabupatenᵢ Lampungᵢ Tengah?ᵢ  

2. Bagaimanaᵢ implementasiᵢ penambahanᵢ masaᵢ jabatanᵢ kepalaᵢ desaᵢ diᵢ 

Kampungᵢ Buyutᵢ Udikᵢ ditinjauᵢ dariᵢ perspektifᵢ konstitusionalisme?ᵢ  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuanᵢ Penelitianᵢ  

Berdasarkanᵢ rumusanᵢ masalahᵢ yangᵢ telahᵢ ditetapkan,ᵢ makaᵢ tujuanᵢ 

penelitianᵢ iniᵢ adalah:ᵢ  

a. Untukᵢ mengetahuiᵢ implementasiᵢ Undang-Undangᵢ Nomorᵢ 3ᵢ Tahunᵢ 

2024ᵢ tentangᵢ ᵢ perubahanᵢ masaᵢ jabatanᵢ kepalaᵢ desaᵢ diᵢ Kampungᵢ 

Buyutᵢ Udikᵢ Kecamatanᵢ Gunungᵢ Sugihᵢ Kabupatenᵢ Lampungᵢ 

Tengah.ᵢ  

b. Untukᵢ menganalisisᵢ implementasiᵢ penambahanᵢ masaᵢ jabatanᵢ 

kepalaᵢ desaᵢ diᵢ Kampungᵢ Buyutᵢ Udikᵢ Kecamatanᵢ Gunungᵢ Sugihᵢ 

Kabupatenᵢ Lampungᵢ Tengahᵢ ditinjauᵢ dariᵢ perspektifᵢ 

konstitusionalisme.ᵢ  
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2. Manfaatᵢ Penelitian 

Secaraᵢ teoritis,ᵢ penelitianᵢ iniᵢ diharapkanᵢ dapatᵢ memberikanᵢ 

kontribusiᵢ dalamᵢ pengembanganᵢ ilmuᵢ Hukumᵢ Tataᵢ Negara,ᵢ khususnyaᵢ 

yangᵢ berkaitanᵢ denganᵢ konstitusionalisme,ᵢ pembatasanᵢ kekuasaan,ᵢ 

sertaᵢ penyelenggaraanᵢ pemerintahanᵢ desaᵢ setelahᵢ berlakunyaᵢ Undang-

Undangᵢ Nomorᵢ 3ᵢ Tahunᵢ 2024ᵢ tentangᵢ Desa.ᵢ Secaraᵢ praktis,ᵢ penelitianᵢ 

iniᵢ diharapkanᵢ dapatᵢ menjadiᵢ bahanᵢ masukanᵢ danᵢ referensiᵢ bagiᵢ 

pemerintahᵢ desa,ᵢ masyarakat,ᵢ sertaᵢ pihak-pihakᵢ terkaitᵢ dalamᵢ 

memahamiᵢ implementasiᵢ penambahanᵢ masaᵢ jabatanᵢ kepalaᵢ desaᵢ danᵢ 

implikasinyaᵢ terhadapᵢ prinsipᵢ pembatasanᵢ kekuasaan,ᵢ akuntabilitasᵢ 

pemerintahan,ᵢ sertaᵢ demokrasiᵢ diᵢ tingkatᵢ desa. 

  

D. Penelitian Relevan 

Penelitianᵢ yangᵢ dilakukanᵢ olehᵢ Ahmadᵢ Althofᵢ danᵢ Alfanᵢ Khairulᵢ 

Ichwanᵢ berjudulᵢ Aᵢ Quoᵢ Vadisᵢ Penambahanᵢ Masaᵢ Jabatanᵢ Kepalaᵢ Desaᵢ 

Pascaᵢ Terbitnyaᵢ Undang-Undangᵢ Nomorᵢ 3ᵢ Tahunᵢ 2024ᵢ tentangᵢ Desaᵢ 

padaᵢ tahunᵢ 2024.ᵢ Penelitianᵢ tersebutᵢ menggunakanᵢ metodeᵢ yuridisᵢ 

normatifᵢ danᵢ menyimpulkanᵢ bahwaᵢ pembatasanᵢ masaᵢ jabatanᵢ merupakanᵢ 

bagianᵢ pentingᵢ dariᵢ prinsipᵢ konstitusionalismeᵢ untukᵢ mencegahᵢ 

penyalahgunaanᵢ kekuasaan.ᵢ Hasilᵢ penelitianᵢ menunjukkanᵢ bahwaᵢ 

perpanjanganᵢ masaᵢ jabatanᵢ kepalaᵢ desaᵢ dapatᵢ memberikanᵢ manfaatᵢ bagiᵢ 

keberlanjutanᵢ pembangunanᵢ desa,ᵢ tetapiᵢ jugaᵢ berpotensiᵢ menimbulkanᵢ 

dominasiᵢ kekuasaan,ᵢ melemahnyaᵢ regenerasiᵢ kepemimpinan,ᵢ danᵢ 

berkurangnyaᵢ partisipasiᵢ masyarakatᵢ dalamᵢ demokrasiᵢ desa.ᵢ Persamaanᵢ 
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penelitianᵢ tersebutᵢ denganᵢ penelitianᵢ iniᵢ terletakᵢ padaᵢ objekᵢ kajianᵢ yangᵢ 

sama,ᵢ yaituᵢ perpanjanganᵢ masaᵢ jabatanᵢ kepalaᵢ desaᵢ berdasarkanᵢ Undang-

Undangᵢ Nomorᵢ 3ᵢ Tahunᵢ 2024.ᵢ Perbedaannya,ᵢ penelitianᵢ Althofᵢ danᵢ 

Ichwanᵢ menggunakanᵢ pendekatanᵢ normatif,ᵢ sedangkanᵢ penelitianᵢ iniᵢ 

menggunakanᵢ pendekatanᵢ empirisᵢ denganᵢ fokusᵢ padaᵢ implementasiᵢ 

kebijakanᵢ diᵢ Kampungᵢ Buyutᵢ Udik.
23

 

Penelitianᵢ berikutnyaᵢ dilakukanᵢ olehᵢ Madaᵢ Ishakᵢ Davidᵢ Sauyai,ᵢ 

padaᵢ tahunᵢ 2024ᵢ denganᵢ judulᵢ Pelaksanaanᵢ Penambahanᵢ Masaᵢ Jabatanᵢ 

Kepalaᵢ Desaᵢ Menurutᵢ Undang-Undangᵢ Nomorᵢ 3ᵢ Tahunᵢ 2024.ᵢ Penelitianᵢ 

iniᵢ menjelaskanᵢ bahwaᵢ perubahanᵢ masaᵢ jabatanᵢ kepalaᵢ desaᵢ dariᵢ enamᵢ 

tahunᵢ menjadiᵢ delapanᵢ tahunᵢ diharapkanᵢ dapatᵢ meningkatkanᵢ stabilitasᵢ 

pemerintahanᵢ desaᵢ danᵢ keberlanjutanᵢ programᵢ pembangunan.ᵢ Namunᵢ 

demikian,ᵢ penelitianᵢ tersebutᵢ jugaᵢ menemukanᵢ adanyaᵢ potensiᵢ konsentrasiᵢ 

kekuasaanᵢ danᵢ lemahnyaᵢ pengawasanᵢ apabilaᵢ kebijakanᵢ tersebutᵢ tidakᵢ 

diimbangiᵢ denganᵢ mekanismeᵢ kontrolᵢ yangᵢ efektif.ᵢ Persamaanᵢ penelitianᵢ 

tersebutᵢ denganᵢ penelitianᵢ iniᵢ terletakᵢ padaᵢ pembahasanᵢ mengenaiᵢ 

implementasiᵢ penambahanᵢ masaᵢ jabatanᵢ kepalaᵢ desa.ᵢ Adapunᵢ 

perbedaannya,ᵢ penelitianᵢ iniᵢ tidakᵢ hanyaᵢ mengkajiᵢ implementasiᵢ 

kebijakan,ᵢ tetapiᵢ jugaᵢ menganalisisnyaᵢ menggunakanᵢ perspektifᵢ 

konstitusionalisme.
24

 

                                                       
23ᵢ Althof,ᵢ Aᵢ Quoᵢ Vadisᵢ Penambahanᵢ Masaᵢ Jabatanᵢ Kepalaᵢ Desaᵢ Pascaᵢ Terbitnyaᵢ 

Undangᵢ Undangᵢ No.ᵢ 3ᵢ Tahunᵢ 2024ᵢ Tentangᵢ Desa,ᵢ 2023. 
24ᵢ Ishakᵢ Davidᵢ Sauyai,ᵢ Pelaksanaanᵢ Penambahanᵢ Masaᵢ Jabatanᵢ Kepalaᵢ Desaᵢ Menurutᵢ 

Undang-Undangᵢ Nomorᵢ 3ᵢ Tahunᵢ 2024+. 
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Penelitianᵢ yangᵢ dilakukanᵢ olehᵢ Nisrinaᵢ Fawwazyᵢ Taorik,ᵢ 

Kusmaedi,ᵢ danᵢ Dickyᵢ Maulanaᵢ Fadilᵢ padaᵢ tahunᵢ 2024ᵢ berjudulᵢ 

*Perpanjanganᵢ Masaᵢ Jabatanᵢ Kepalaᵢ Desaᵢ Dalamᵢ Perspektifᵢ Demokrasiᵢ 

danᵢ Akuntabilitasᵢ Pemerintahanᵢ Desa*.ᵢ Hasilᵢ penelitianᵢ menunjukkanᵢ 

bahwaᵢ perpanjanganᵢ masaᵢ jabatanᵢ kepalaᵢ desaᵢ dapatᵢ mendukungᵢ stabilitasᵢ 

pembangunanᵢ desa,ᵢ tetapiᵢ jugaᵢ berpotensiᵢ mengurangiᵢ partisipasiᵢ 

masyarakatᵢ danᵢ melemahkanᵢ akuntabilitasᵢ pemerintahanᵢ desa.ᵢ Persamaanᵢ 

penelitianᵢ tersebutᵢ denganᵢ penelitianᵢ iniᵢ terletakᵢ padaᵢ kajianᵢ mengenaiᵢ 

dampakᵢ perpanjanganᵢ masaᵢ jabatanᵢ kepalaᵢ desa.ᵢ Adapunᵢ perbedaannya,ᵢ 

penelitianᵢ tersebutᵢ menggunakanᵢ studiᵢ literatur,ᵢ sedangkanᵢ penelitianᵢ iniᵢ 

menggunakanᵢ pendekatanᵢ empirisᵢ diᵢ Kampungᵢ Buyutᵢ Udikᵢ denganᵢ 

perspektifᵢ konstitusionalisme.
25

 

Penelitianᵢ yangᵢ dilakukanᵢ olehᵢ Maylaᵢ Fadhilaᵢ danᵢ Sitiᵢ Fatimahᵢ 

padaᵢ tahunᵢ 2024ᵢ berjudulᵢ Polemikᵢ Perpanjanganᵢ Masaᵢ Jabatanᵢ Kepalaᵢ 

Desaᵢ danᵢ Implikasinyaᵢ Terhadapᵢ Demokrasiᵢ Lokal.ᵢ Hasilᵢ penelitianᵢ 

menunjukkanᵢ bahwaᵢ perpanjanganᵢ masaᵢ jabatanᵢ kepalaᵢ desaᵢ dapatᵢ 

mendukungᵢ stabilitasᵢ pemerintahanᵢ danᵢ pembangunanᵢ desa,ᵢ tetapiᵢ jugaᵢ 

berpotensiᵢ mengurangiᵢ kualitasᵢ demokrasiᵢ lokal,ᵢ mempersempitᵢ regenerasiᵢ 

kepemimpinan,ᵢ sertaᵢ meningkatkanᵢ risikoᵢ penyalahgunaanᵢ kekuasaan.ᵢ 

Persamaanᵢ penelitianᵢ tersebutᵢ denganᵢ penelitianᵢ iniᵢ terletakᵢ padaᵢ kajianᵢ 

mengenaiᵢ perubahanᵢ masaᵢ jabatanᵢ kepalaᵢ desaᵢ pascaᵢ berlakunyaᵢ Undang-

Undangᵢ Nomorᵢ 3ᵢ Tahunᵢ 2024.ᵢ Adapunᵢ perbedaannya,ᵢ penelitianᵢ tersebutᵢ 

                                                       
25ᵢ Nisrinaᵢ Fawwazyᵢ Taorik,ᵢ Perpanjanganᵢ Masaᵢ Jabatanᵢ Kepalaᵢ Desaᵢ Dalamᵢ 

Perspektifᵢ Demokrasiᵢ Danᵢ Akuntabilitasᵢ Pemerintahanᵢ Desa,ᵢ 2024. 
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menggunakanᵢ studiᵢ kepustakaanᵢ denganᵢ fokusᵢ padaᵢ demokrasiᵢ lokal,ᵢ 

sedangkanᵢ penelitianᵢ iniᵢ menggunakanᵢ pendekatanᵢ empirisᵢ diᵢ Kampungᵢ 

Buyutᵢ Udikᵢ denganᵢ perspektifᵢ konstitusionalisme.
26

 

Berdasarkanᵢ penelitianᵢ terdahulu,ᵢ kajianᵢ mengenaiᵢ perpanjanganᵢ 

masaᵢ jabatanᵢ kepalaᵢ desaᵢ pascaᵢ berlakunyaᵢ Undang-Undangᵢ Nomorᵢ 3ᵢ 

Tahunᵢ 2024ᵢ telahᵢ dilakukanᵢ dariᵢ berbagaiᵢ perspektif,ᵢ terutamaᵢ aspekᵢ 

yuridisᵢ danᵢ penyelenggaraanᵢ pemerintahanᵢ desa.ᵢ Namun,ᵢ penelitianᵢ yangᵢ 

secaraᵢ khususᵢ mengkajiᵢ implementasiᵢ kebijakanᵢ tersebutᵢ diᵢ tingkatᵢ desaᵢ 

denganᵢ menggunakanᵢ perspektifᵢ konstitusionalisme,ᵢ khususnyaᵢ terkaitᵢ 

prinsipᵢ pembatasanᵢ kekuasaan,ᵢ masihᵢ terbatas.ᵢ Olehᵢ karenaᵢ itu,ᵢ penelitianᵢ 

iniᵢ memilikiᵢ perbedaanᵢ denganᵢ penelitianᵢ sebelumnyaᵢ karenaᵢ mengkajiᵢ 

implementasiᵢ perpanjanganᵢ masaᵢ jabatanᵢ kepalaᵢ desaᵢ diᵢ Kampungᵢ Buyutᵢ 

Udikᵢ sertaᵢ menganalisisnyaᵢ dalamᵢ perspektifᵢ konstitusionalisme. 

                                                       
26ᵢ Fadhila,ᵢ Polemikᵢ Perpanjanganᵢ Masaᵢ Jabatanᵢ Kepalaᵢ Desaᵢ Danᵢ Implikasinyaᵢ 

Terhadapᵢ Demokrasiᵢ Lokal,ᵢ 2024. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
A. Teori Konstitusionalisme  

1. Pengertian dan Tujuan Konstitusionalisme 

Konstitusionalisme merupakan suatu paham yang menekankan 

bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus berlandaskan pada 

konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Dalam konsep ini, konstitusi 

bukan sekadar berperan selaku dasar pembentukan maupun 

penyelenggaraan negara, melainkan turut menjadi alat untuk mengatur 

serta membatasi penggunaan kekuasaan oleh pemerintah.
1
 Dengan 

demikian, kekuasaan negara tidak dapat dijalankan secara bebas tanpa 

batas, melainkan wajib patuh terhadap koridor konstitusi serta aturan yang 

berlaku. Dengan karena itu, konstitusionalisme pada dasarnya bertujuan 

untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam 

penyelenggaraan pemerintahan.
2
 

Pada prinsipnya, konstitusionalisme bertujuan mewujudkan 

pemerintahan yang berjalan dalam koridor hukum, melindungi hak-hak 

warga negara, serta menjamin agar otoritas negara digunakan selaras 

terhadap kewenangan sebagaimana mestinya diputuskan.
3
 Melalui 

penerapan prinsip tersebut, setiap kebijakan maupun tindakan pemerintah 

                                                       
1 Wutsqah, Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi 

Dan Konstitusionalisme, 2024. 
2 Sofni, Pembatasan Kekuasaan Pemerintah Dalam Hukum Administrasi Negara: 

Perspektif Hukum Umum Dan Hukum Islam, 2025. 
3 Wutsqah, Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi 

Dan Konstitusionalisme, 2024. 
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harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Dengan adanya pembatasan tersebut, 

kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan 

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara adil 

dan teratur.
4
 

Konstitusionalisme memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan 

konsep negara hukum (rechtsstaat). Pada sistem rechtsstaat, segala 

langkah dari aparatur pemerintah wajib disandarkan atas aturan serta 

dilarang bertentangan dengan konstitusi.
5
 Konstitusi berperan sebagai 

pedoman utama yang mengatur kewenangan lembaga-lembaga negara, 

hubungan antar lembaga, serta jaminan terhadap kedaulatan hak sipil 

masyarakat. Oleh karena itu, prinsip supremasi hukum dan 

konstitusionalisme merupakan dua konsep yang saling mendukung dalam 

mewujudkan tata pemerintahan yang tertib dan berkeadilan.
6
 

Selain berkaitan dengan negara hukum, konstitusionalisme juga 

tidak dapat dipisahkan dari prinsip demokrasi. Demokrasi memberikan 

dasar legitimasi bagi kekuasaan yang berasal dari rakyat, sedangkan 

konstitusionalisme berfungsi mengarahkan dan membatasi penggunaan 

kekuasaan tersebut agar tidak melampaui batas yang telah ditentukan.
7
 

                                                       
4 Silalahi, Konstitusi Dan Konstitusionalisme: Antara Retorika Demokrasi Dan Realitas 

Pemerintahan Indonesia, 2025. 
5 Martitah, Konstitusionalisme Sebagai Rancangan Pembatasan Kekuasaan Di Era Pasca-

kebenaranDemokrasi. 
6 Susanto, Teoretisasi Konstitusionalisme Moneter Di Indonesia Dalam Bingkai Pluralisme 

Konstitusi. 
7 Silalahi, Konstitusi Dan Konstitusionalisme: Antara Retorika Demokrasi Dan Realitas 

Pemerintahan Indonesia, 2025. 
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Dengan kata lain, meskipun kekuasaan diperoleh melalui mekanisme 

demokratis, pelaksanaannya tetap harus berada dalam kerangka konstitusi. 

Hubungan antara demokrasi dan konstitusionalisme menjadi penting 

untuk memastikan bahwa pemerintahan tidak berkembang menjadi 

otoriter meskipun memperoleh dukungan dari mayoritas masyarakat.
8
 

Dalam perkembangannya, konstitusionalisme dipandang sebagai 

paham yang menempatkan pembatasan kekuasaan sebagai prinsip utama. 

Pembatasan tersebut dapat diwujudkan melalui pembagian kekuasaan, 

penerapan mekanisme checks and balances, pengawasan oleh lembaga 

yang berwenang, maupun pengaturan mengenai masa jabatan pejabat 

publik.
9
 Berbagai bentuk pembatasan tersebut diperlukan guna mencegah 

timbulnya sentralisasi otoritas yang berlebihan terhadap sesosok individu 

atau institusi. Dengan demikian, pembatasan kekuasaan menjadi elemen 

yang tidak dapat dipisahkan dari konsep konstitusionalisme modern.
10

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa 

konstitusionalisme merupakan paham yang menempatkan konstitusi 

sebagai landasan sekaligus batas dalam penyelenggaraan kekuasaan 

negara.
11

 Melalui penerapan prinsip pembatasan kekuasaan, 

konstitusionalisme berupaya menciptakan pemerintahan yang demokratis, 

                                                       
8 Martitah, Konstitusionalisme Sebagai Rancangan Untuk Membatasi Kekuasaan Di Era 

Demokrasi Pasca-Kebenaran. 
9 Sofni, Pembatasan Kekuasaan Pemerintah Dalam Hukum Administrasi Negara: 

Perspektif Hukum Umum Dan Hukum Islam, 2025. 
10 Ulya, Dilematisasi Regulasi Kelembagaan Antar Lembaga Kekuasaan Kehakiman 

Ditinjau Menurut Konsep Check And Balances. 
11 Wutsqah, Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi 

Dan Konstitusionalisme, 2024. 
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akuntabel, dan menghormati hak-hak warga negara. Oleh karena itu, 

konsep ini relevan digunakan dalam penelitian mengenai perpanjangan 

masa jabatan kepala desa karena berkaitan dengan upaya menjaga 

keseimbangan antara kewenangan yang dimiliki kepala desa dan 

mekanisme pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
12

 

2. Konstitusionalisme Menurut Jimly Asshiddiqie dan Carl J. Friedrich 

Konstitusionalisme pada dasarnya merupakan suatu paham yang 

menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus 

berlandaskan pada konstitusi serta berada dalam batas-batas yang 

ditentukan oleh konstitusi tersebut. Dalam kajian hukum tata negara, 

konsep konstitusionalisme telah dijelaskan oleh berbagai ahli dengan 

penekanan yang berbeda, termasuk oleh Jimly Asshiddiqie dan Carl J. 

Friedrich. 

Menurut Jimly Asshiddiqie, esensi konstitusionalisme terletak pada 

adanya pembatasan terhadap kekuasaan negara. Pembatasan tersebut 

diperlukan demi mencegah timbulnya monopoli otoritas yang berlebihan 

di sebuah institusi atau satu pihak spesifik
13

 Dalam pandangannya, 

konstitusi bukan sekadar berperan selaku landasan penyelenggaraan 

negara, melainkan turut menjadi media dalam mengatur serta 

mengendalikan pelaksanaan kekuasaan oleh para penyelenggara negara. 

Oleh karena itu, konstitusi memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi 

                                                       
12 Angkawidjaja, Meninjau Kembali Gagasan Pluralisme Konstitusi Di Tengah Krisis 

Konstitusionalisme Modern: Prospek Penerapannya Bagi Indonesia. 
13 Ul Akmal, Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam  

Implementasi  Pengujian  Undang-Undang  Di Mahkamah Konstitusi. 
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yang menjadi dasar keberlakuan seluruh peraturan perundang-undangan. 

Konsekuensinya, setiap tindakan maupun kebijakan pemerintah harus 

selaras dengan ketentuan konstitusi dan tidak boleh menyimpang dari 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
14

 

Jimly Asshiddiqie juga menekankan bahwa pembatasan kekuasaan 

bertujuan untuk menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap hak-

hak konstitusional warga negara.
15

 Kekuasaan yang tidak dikendalikan 

berpotensi melahirkan tindakan yang melampaui kewenangan dan 

merugikan masyarakat. Karena itu, diperlukan berbagai mekanisme yang 

dapat mengawasi penggunaan kekuasaan, seperti pembagian kewenangan 

antar lembaga, sistem pengawasan, dan pertanggungjawaban 

penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat.
16

 

Di sisi lain, Carl J. Friedrich memandang konstitusionalisme sebagai 

suatu sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan ketentuan 

konstitusi dan hukum. Menurutnya, kekuasaan pemerintah harus berada 

dalam batas-batas yang telah ditentukan sehingga tidak dapat digunakan 

secara bebas tanpa kontrol. Konsep constitutional government yang 

dikemukakan Friedrich menunjukkan bahwa pemerintahan yang baik 

adalah pemerintahan yang tunduk pada aturan hukum, bukan pada 

kehendak penguasa semata. Dengan demikian, tujuan utama 

                                                       
14 Wutsqah, Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi 

Dan Konstitusionalisme, 2024. 
15 Ul Akmal, Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam  

Implementasi  Pengujian  Undang-Undang  Di Mahkamah Konstitusi. 
16 Sulaiman, Urgensi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pemberian 

Kewenangan Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Constitutional Question. 
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konstitusionalisme adalah mencegah terjadinya penggunaan kekuasaan 

secara sewenang-wenang.
17

 

Apabila dibandingkan, pemikiran Jimly Asshiddiqie dan Carl J. 

Friedrich memiliki titik temu pada pentingnya pembatasan kekuasaan 

dalam penyelenggaraan negara. Keduanya berpendapat bahwa kekuasaan 

harus dikendalikan melalui hukum agar tidak menimbulkan 

penyalahgunaan wewenang. Namun demikian, terdapat perbedaan fokus 

dalam pandangan keduanya. Jimly Asshiddiqie lebih menyoroti fungsi 

konstitusi sebagai hukum tertinggi sekaligus sarana perlindungan hak-hak 

konstitusional warga negara. Sementara itu, Carl J. Friedrich lebih 

menekankan pentingnya pemerintahan konstitusional yang dijalankan 

berdasarkan hukum sebagai upaya untuk mencegah lahirnya kekuasaan 

yang bersifat absolut.
18

 

Berdasarkan pemikiran kedua tokoh tersebut, dapat dipahami bahwa 

konstitusionalisme menempatkan pembatasan kekuasaan sebagai prinsip 

yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
19

 Teori ini 

relevan digunakan dalam penelitian mengenai penambahan durasi 

kememimpinan pimpinan desa karena bisa menjadi landasan guna 

menakar keselarasan langkah politik ini tetap mencerminkan prinsip 

pembatasan kekuasaan, menjamin adanya mekanisme pengawasan, serta 

                                                       
17 Basuki, Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi 

Manusia. 
18 Martitah, Konstitusionalisme Sebagai Rancangan Untuk Membatasi Kekuasaan Di Era 

Demokrasi Pasca-Kebenaran. 
19 Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan 

Konstitusionalisme, Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi 

Dan Konstitusionalisme. 
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mampu mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan dalam pemerintahan 

desa. 

3. Limited Government (Pemerintahan Terbatas) 

Konsep limited government atau pemerintahan terbatas merupakan 

salah satu prinsip yang mendasar dalam paham konstitusionalisme. 

Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah 

tidak boleh dijalankan secara tidak terbatas, melainkan harus berada 

dalam koridor sebagaimana diatur melalui hukum dasar serta regulasi 

perundang-undangan nasional.
20

 Dengan demikian, setiap kebijakan 

ataupun langkah dari aparatur negara wajib didasarkan atas legitimasi 

yuridis yang tegas agar penggunaan kewenangan tidak sampai 

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
21

 

Lahirnya gagasan pemerintahan terbatas tidak dapat dilepaskan dari 

pengalaman sejarah ketika kekuasaan absolut berkembang dalam sistem 

monarki. Pada masa itu, penguasa memiliki kewenangan yang sangat luas 

tanpa adanya pengawasan yang memadai sehingga membuka peluang 

terjadinya tindakan yang merugikan masyarakat. Kondisi tersebut 

kemudian melahirkan pemikiran bahwa kekuasaan negara perlu dibatasi 

melalui aturan konstitusional agar hak-hak warga negara tetap terjamin 

dan pemerintahan dapat diselenggarakan secara demokratis.
22

 

                                                       
20 (Dr) SK Bose, Sebuah Wawasan Tentang Konsep Konstitusionalisme: Sebuah 

Perlindungan Terhadap Kekuasaan Sewenang-Wenang. 
21 Webber, Teori Aturan Hukum Yang Ramah Demokrasi. 
22 Jurdi, Legitimasi  Perubahan  Konstitusi  Non-Formal  Dan  Pembatasannya  Dalam  

Paham  Konstitusionalisme. 
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Dalam kerangka konstitusionalisme, konstitusi memegang peranan 

penting sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan kekuasaan negara. 

Pembatasan tersebut dapat diwujudkan melalui pembagian kewenangan 

antar lembaga, mekanisme pengawasan, sistem pertanggungjawaban 

pejabat publik, maupun pengaturan mengenai masa jabatan. Melalui 

berbagai instrumen tersebut, diharapkan tidak terjadi pemusatan 

kekuasaan yang berlebihan pada individu atau lembaga tertentu.
23

 

Prinsipᵢ pemerintahanᵢ terbatasᵢ jugaᵢ memilikiᵢ keterkaitanᵢ yangᵢ 

kuatᵢ denganᵢ konsepᵢ negaraᵢ hukum.ᵢ Dalamᵢ negaraᵢ hukum,ᵢ 

penyelenggaraᵢ pemerintahanᵢ wajibᵢ menjalankanᵢ kewenangannyaᵢ 

berdasarkanᵢ aturanᵢ yangᵢ berlakuᵢ danᵢ tidakᵢ dapatᵢ bertindakᵢ semata-

mataᵢ atasᵢ kehendaknyaᵢ sendiri.
24

ᵢ Setiapᵢ kewenanganᵢ yangᵢ dijalankanᵢ 

harusᵢ memilikiᵢ dasarᵢ hukumᵢ yangᵢ sahᵢ sertaᵢ dapatᵢ 

dipertanggungjawabkanᵢ kepadaᵢ masyarakat.ᵢ Olehᵢ karenaᵢ itu,ᵢ prinsipᵢ 

limitedᵢ governmentᵢ menjadiᵢ salahᵢ satuᵢ unsurᵢ pentingᵢ dalamᵢ 

mewujudkanᵢ pemerintahanᵢ yangᵢ transparan,ᵢ demokratis,ᵢ danᵢ 

akuntabel.
25

 

Penerapanᵢ prinsipᵢ pemerintahanᵢ terbatasᵢ jugaᵢ dapatᵢ ditemukanᵢ 

dalamᵢ penyelenggaraanᵢ pemerintahanᵢ desa.ᵢ Kepalaᵢ desaᵢ sebagaiᵢ 

pemimpinᵢ pemerintahanᵢ desaᵢ memangᵢ diberikanᵢ kewenanganᵢ untukᵢ 

                                                       
23 Maulana, Analisis Komparatif Kewenangan Checks and Balances Legislatif Indonesia 

Dan Amerika Serikat Dalam Perspektif Konstitusi Di Kedua Negara. 
24ᵢ Sofni,ᵢ Pembatasanᵢ Kekuasaanᵢ Pemerintahᵢ Dalamᵢ Hukumᵢ Administrasiᵢ Negara:ᵢ 

Perspektifᵢ Hukumᵢ Umumᵢ Danᵢ Hukumᵢ Islam,ᵢ 2025. 
25ᵢ Tresiaᵢ Lebrina,ᵢ Konsepᵢ Checksᵢ andᵢ Balancesᵢ Sebagaiᵢ Manifestasiᵢ Negaraᵢ Hukumᵢ 

Dalamᵢ Strukrutᵢ Kelembagaanᵢ Negaraᵢ Indonesia. 
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mengaturᵢ penyelenggaraanᵢ pemerintahan,ᵢ pelaksanaanᵢ pembangunan,ᵢ 

pembinaanᵢ kemasyarakatan,ᵢ danᵢ pemberdayaanᵢ masyarakat.
26

ᵢ Namun,ᵢ 

kewenanganᵢ tersebutᵢ tidakᵢ dapatᵢ digunakanᵢ secaraᵢ bebasᵢ karenaᵢ tetapᵢ 

dibatasiᵢ olehᵢ ketentuanᵢ hukumᵢ yangᵢ berlakuᵢ sertaᵢ diawasiᵢ olehᵢ Badanᵢ 

Permusyawaratanᵢ Desaᵢ (BPD)ᵢ danᵢ masyarakatᵢ desaᵢ sebagaiᵢ bentukᵢ 

kontrolᵢ terhadapᵢ pelaksanaanᵢ kekuasaan.
27

 

Salahᵢ satuᵢ bentukᵢ konkretᵢ dariᵢ penerapanᵢ prinsipᵢ limitedᵢ 

governmentᵢ diᵢ tingkatᵢ desaᵢ adalahᵢ adanyaᵢ pengaturanᵢ mengenaiᵢ masaᵢ 

jabatanᵢ kepalaᵢ desa.ᵢ Pengaturanᵢ tersebutᵢ dimaksudkanᵢ untukᵢ 

menghindariᵢ terjadinyaᵢ pemusatanᵢ kekuasaanᵢ padaᵢ satuᵢ orangᵢ dalamᵢ 

waktuᵢ yangᵢ terlaluᵢ lama.ᵢ Selainᵢ itu,ᵢ pembatasanᵢ masaᵢ jabatanᵢ jugaᵢ 

memberikanᵢ peluangᵢ terjadinyaᵢ pergantianᵢ kepemimpinanᵢ secaraᵢ 

berkalaᵢ sehinggaᵢ prosesᵢ regenerasiᵢ dapatᵢ berjalanᵢ danᵢ partisipasiᵢ 

masyarakatᵢ dalamᵢ kehidupanᵢ demokrasiᵢ desaᵢ semakinᵢ terbuka.
28

 

Berdasarkanᵢ uraianᵢ tersebut,ᵢ dapatᵢ dipahamiᵢ bahwaᵢ prinsipᵢ 

limitedᵢ governmentᵢ menekankanᵢ pentingnyaᵢ pembatasanᵢ kekuasaanᵢ 

melaluiᵢ instrumenᵢ hukumᵢ danᵢ konstitusi
29

.ᵢ Keberadaanᵢ pembatasanᵢ 

tersebutᵢ bertujuanᵢ menjagaᵢ agarᵢ penyelenggaraanᵢ pemerintahanᵢ tidakᵢ 

berlangsungᵢ secaraᵢ sewenang-wenangᵢ danᵢ tetapᵢ beradaᵢ dalamᵢ koridorᵢ 

                                                       
26ᵢ Arifudin,ᵢ Pelaksanaanᵢ Fungsiᵢ Pengawasanᵢ Olehᵢ Badanᵢ Permusyawaratanᵢ Desaᵢ 

(Bpd)ᵢ Dalamᵢ Pengelolaanᵢ Danaᵢ Desaᵢ (Studiᵢ Diᵢ Desaᵢ Rababaka,ᵢ Kecamatanᵢ Woja,ᵢ 

Kabupatenᵢ Dompu). 
27ᵢ Masyahbandi,ᵢ Analisisᵢ Konseptualᵢ Peranᵢ Badanᵢ Permusyawaratanᵢ Desaᵢ (BPD)ᵢ 

Dalamᵢ Pengawasanᵢ Pengelolaanᵢ Danaᵢ Desaᵢ Berdasarkanᵢ Undang-Undangᵢ Desa. 
28ᵢ Patriciaᵢ Walangitan,ᵢ Kajianᵢ Hukumᵢ Masaᵢ Jabatanᵢ Kepalaᵢ Desaᵢ Dalamᵢ 

Penyelenggaraanᵢ Pemerintahanᵢ Desa. 
29ᵢ man,ᵢ Analisisᵢ Konstruksiᵢ Hukumᵢ Perpanjanganᵢ Masaᵢ Jabatanᵢ Kepalaᵢ Desaᵢ Menjadiᵢ 

Sembilanᵢ Tahunᵢ Danᵢ Implikasinyaᵢ Terhadapᵢ Demokrasi,ᵢ 2023. 
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demokrasiᵢ sertaᵢ negaraᵢ hukum.ᵢ Dalamᵢ penelitianᵢ ini,ᵢ prinsipᵢ limitedᵢ 

governmentᵢ digunakanᵢ sebagaiᵢ landasanᵢ analisisᵢ untukᵢ menilaiᵢ apakahᵢ 

kebijakanᵢ perpanjanganᵢ masaᵢ jabatanᵢ kepalaᵢ desaᵢ masihᵢ 

mencerminkanᵢ prinsipᵢ pembatasanᵢ kekuasaanᵢ yangᵢ menjadiᵢ salahᵢ satuᵢ 

unsurᵢ pokokᵢ dalamᵢ konstitusionalisme.
30

 

4. Prinsip Pembatasan Kekuasaan 

Dalam konsep konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan 

merupakan prinsip yang sangat mendasar. Prinsip ini berangkat dari 

pemikiran bahwa kekuasaan yang diberikan tanpa batas berpotensi 

menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan tindakan yang bertentangan 

dengan kepentingan masyarakat.
31

 Oleh sebab itu, dalam sistem 

pemerintahan yang demokratis dan berdasarkan hukum, penggunaan 

kekuasaan harus berada dalam batas-batas yang telah ditentukan serta 

diawasi melalui mekanisme hukum yang jelas.
32

 

Secara umum, pembatasan kekuasaan dapat dipahami sebagai suatu 

upaya untuk menentukan batas kewenangan yang dapat dijalankan oleh 

pejabat maupun lembaga negara.
33

 Tujuannya adalah agar pelaksanaan 

kekuasaan tetap berada dalam koridor konstitusi dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Melalui pembatasan tersebut, 

                                                       
30ᵢ Rizqiᵢ Hilalᵢ Ilhamᵢ Ramadhan,ᵢ Perpanjanganᵢ Masaᵢ Jabatanᵢ Kepalaᵢ Desaᵢ Terhadapᵢ 

Prinsipᵢ Pembatasanᵢ Kekuasaanᵢ Berdasarkanᵢ Putusanᵢ Mahkamahᵢ Konstitusi,ᵢ 2025. 
31 Erham, Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi 

Dan Konstitusionalisme, 2024. 
32 Sofni, Pembatasan Kekuasaan Pemerintah Dalam Hukum Administrasi Negara: 

Perspektif Hukum Umum Dan Hukum Islam, 2025. 
33 Wutsqah, Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi 

Dan Konstitusionalisme, 2024. 
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hubungan antara kewenangan pemerintah dan hak-hak warga negara 

dapat terjaga secara seimbang sehingga tidak terjadi penggunaan 

kekuasaan yang melampaui batas yang telah ditentukan oleh hukum.
34

 

Dalam perspektif konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan 

memiliki peran penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang 

demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Kekuasaan yang dibatasi 

akan lebih mudah dikontrol baik oleh lembaga pengawas maupun oleh 

masyarakat.
35

 Sebaliknya, apabila kekuasaan terkonsentrasi secara 

berlebihan pada satu pihak tanpa pengawasan yang memadai, kondisi 

tersebut dapat memunculkan dominasi kekuasaan yang berpotensi 

mengurangi ruang partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.
36

 

Penerapan prinsip pembatasan kekuasaan dapat dilakukan melalui 

berbagai cara. Salah satunya adalah melalui konstitusi yang berfungsi 

sebagai hukum tertinggi dan menentukan batas kewenangan setiap 

lembaga negara. Selain itu, pembatasan juga diwujudkan melalui 

peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan kewenangan 

secara lebih rinci.
37

 Mekanisme pengawasan antarlembaga atau checks 

and balances juga menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa 

kekuasaan tidak dijalankan secara berlebihan. Di samping itu, pembatasan 

masa jabatan pejabat publik merupakan salah satu bentuk pembatasan 

                                                       
34 Maharani, Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden, 2020. 
35 man, Analisis Konstruksi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 

Sembilan Tahun Dan Implikasinya Terhadap Demokrasi, 2023. 
36 Erham, Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi 

Dan Konstitusionalisme, 2024. 
37 Rizqi Hilal Ilham Ramadhan, Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap 

Prinsip Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, 2025. 
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yang bertujuan menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan dalam 

waktu yang terlalu lama.
38

 

Dalam sistem demokrasi modern, pengaturan mengenai masa 

jabatan merupakan instrumen yang sering digunakan untuk membatasi 

kekuasaan. Pengaturan tersebut bertujuan mencegah dominasi kekuasaan 

oleh satu individu, mendorong munculnya regenerasi kepemimpinan, 

serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai dan 

menentukan kembali pemimpinnya melalui mekanisme demokrasi.
39

 

Dengan adanya batas masa jabatan, proses pergantian kepemimpinan 

dapat berlangsung secara berkala sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku.
40

 

Padaᵢ tingkatᵢ pemerintahanᵢ desa,ᵢ prinsipᵢ pembatasanᵢ kekuasaanᵢ 

jugaᵢ memilikiᵢ perananᵢ yangᵢ penting.ᵢ Kepalaᵢ desaᵢ sebagaiᵢ pemegangᵢ 

kewenanganᵢ eksekutifᵢ diᵢ desaᵢ diberikanᵢ tugasᵢ danᵢ kewenanganᵢ yangᵢ 

cukupᵢ luasᵢ dalamᵢ mengelolaᵢ pemerintahanᵢ desa.
41

ᵢ Olehᵢ karenaᵢ itu,ᵢ 

diperlukanᵢ berbagaiᵢ instrumenᵢ pengawasanᵢ danᵢ pembatasanᵢ agarᵢ 

kewenanganᵢ tersebutᵢ tidakᵢ digunakanᵢ secaraᵢ berlebihan.ᵢ Bentukᵢ 

pembatasanᵢ tersebutᵢ antaraᵢ lainᵢ pengaturanᵢ kewenanganᵢ dalamᵢ 

peraturanᵢ perundang-undangan,ᵢ pengawasanᵢ olehᵢ Badanᵢ 

Permusyawaratanᵢ Desaᵢ (BPD),ᵢ keterlibatanᵢ masyarakatᵢ dalamᵢ 

                                                       
38 Danang Pambudhi, Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 

Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme, 2023. 
39 Maharani, Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden, 2020. 
40 man, Analisis Konstruksi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 

Sembilan Tahun Dan Implikasinya Terhadap Demokrasi, 2023. 
41ᵢ Rizqiᵢ Hilalᵢ Ilhamᵢ Ramadhan,ᵢ Perpanjanganᵢ Masaᵢ Jabatanᵢ Kepalaᵢ Desaᵢ Terhadapᵢ 

Prinsipᵢ Pembatasanᵢ Kekuasaanᵢ Berdasarkanᵢ Putusanᵢ Mahkamahᵢ Konstitusi,ᵢ 2025. 
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penyelenggaraanᵢ pemerintahanᵢ desa,ᵢ sertaᵢ pengaturanᵢ mengenaiᵢ masaᵢ 

jabatanᵢ kepalaᵢ desa.
42

 

Berdasarkanᵢ uraianᵢ tersebut,ᵢ dapatᵢ dipahamiᵢ bahwaᵢ pembatasanᵢ 

kekuasaanᵢ merupakanᵢ salahᵢ satuᵢ unsurᵢ utamaᵢ dalamᵢ 

konstitusionalismeᵢ yangᵢ bertujuanᵢ menjagaᵢ agarᵢ penggunaanᵢ 

kekuasaanᵢ tetapᵢ sesuaiᵢ denganᵢ prinsipᵢ negaraᵢ hukumᵢ danᵢ demokrasi.ᵢ 

Dalamᵢ penelitianᵢ ini,ᵢ prinsipᵢ pembatasanᵢ kekuasaanᵢ digunakanᵢ 

sebagaiᵢ landasanᵢ untukᵢ mengkajiᵢ perpanjanganᵢ masaᵢ jabatanᵢ kepalaᵢ 

desaᵢ sebagaimanaᵢ diaturᵢ dalamᵢ Undang-Undangᵢ Nomorᵢ 3ᵢ Tahunᵢ 

2024.ᵢ Melaluiᵢ prinsipᵢ tersebut,ᵢ dapatᵢ dianalisisᵢ apakahᵢ kebijakanᵢ 

perpanjanganᵢ masaᵢ jabatanᵢ kepalaᵢ desaᵢ masihᵢ mencerminkanᵢ upayaᵢ 

pembatasanᵢ kekuasaanᵢ danᵢ tetapᵢ mampuᵢ menjaminᵢ akuntabilitasᵢ 

dalamᵢ penyelenggaraanᵢ pemerintahanᵢ desa.
43

 

5. Checks and Balances 

Prinsip saling mengawasi dan mengimbangi menjadi bagian dari 

pilar krusial pada paham konstitusionalisme dengan bertujuan menjaga 

keseimbangan pada penggunaan kekuasaan. Prinsip ini menekankan 

bahwa pelaksanaan kewenangan oleh suatu lembaga atau pejabat tidak 

boleh berlangsung tanpa adanya pengawasan dari pihak lain. Dengan 

                                                       
42ᵢ Galangᵢ Asmara,ᵢ Kajianᵢ Putusanᵢ Mahkamahᵢ Konstitusiᵢ Nomorᵢ 3/Puu-Xx/2022ᵢ 

Tentangᵢ Perpanjanganᵢ Masaᵢ Jabatanᵢ Kepalaᵢ Desa,ᵢ 2023. 
43ᵢ Oklayᵢ Clarenceᵢ Rawung,ᵢ Kajianᵢ Yuridisᵢ Terhadapᵢ Pembatasanᵢ Lamanyaᵢ Masaᵢ 

Kepemimpinanᵢ Kepalaᵢ Desaᵢ Berdasarkanᵢ Perspektifᵢ Demokrasiᵢ Konstitusional,ᵢ 2025. 
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adanya mekanisme tersebut, kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu 

pihak sehingga potensi penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan.
44

 

Secara teoritis, checks and balances dipahami sebagai sistem yang 

memungkinkan adanya hubungan saling mengawasi dan saling 

mengendalikan antar pemegang kekuasaan.
45

 Melalui mekanisme ini, 

setiap kewenangan yang dijalankan oleh suatu lembaga dapat dikontrol 

oleh lembaga lain sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-

masing. Kehadiran sistem tersebut bertujuan guna menjamin agar proses 

penyelenggaraan tata kelola negara senantiasa selaras terhadap hukum, 

pilar-pilar demokratis, serta kepentingan masyarakat.
46

 

Dalam kerangka konstitusionalisme, checks and balances memiliki 

fungsi yang sangat strategis karena menjadi instrumen untuk mencegah 

lahirnya kekuasaan yang bersifat dominan dan tidak terkendali. Apabila 

suatu kekuasaan dijalankan tanpa pengawasan yang memadai, maka 

kemungkinan terjadinya tindakan yang sewenang-wenang akan semakin 

besar.
47

 Sebaliknya, pengawasan yang efektif dapat mendorong 

terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan 

bertanggung jawab dalam menjalankan kewenangannya.
48
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Penerapanᵢ prinsipᵢ checksᵢ andᵢ balancesᵢ tidakᵢ hanyaᵢ berlakuᵢ 

dalamᵢ penyelenggaraanᵢ pemerintahanᵢ diᵢ tingkatᵢ nasional,ᵢ tetapiᵢ jugaᵢ 

dapatᵢ ditemukanᵢ dalamᵢ sistemᵢ pemerintahanᵢ desa.
49

ᵢ Kepalaᵢ desaᵢ 

sebagaiᵢ penyelenggaraᵢ pemerintahanᵢ desaᵢ memilikiᵢ berbagaiᵢ 

kewenanganᵢ yangᵢ berkaitanᵢ denganᵢ pelaksanaanᵢ pemerintahan,ᵢ 

pembangunanᵢ desa,ᵢ pembinaanᵢ kemasyarakatan,ᵢ sertaᵢ pemberdayaanᵢ 

masyarakat.ᵢ Meskipunᵢ demikian,ᵢ kewenanganᵢ tersebutᵢ tetapᵢ harusᵢ 

beradaᵢ dalamᵢ mekanismeᵢ pengawasanᵢ agarᵢ tidakᵢ digunakanᵢ secaraᵢ 

berlebihanᵢ atauᵢ menyimpangᵢ dariᵢ ketentuanᵢ hukumᵢ yangᵢ berlaku.
50

 

Dalamᵢ penyelenggaraanᵢ pemerintahanᵢ desa,ᵢ Badanᵢ 

Permusyawaratanᵢ Desaᵢ (BPD)ᵢ memilikiᵢ kedudukanᵢ yangᵢ pentingᵢ 

dalamᵢ menjalankanᵢ fungsiᵢ pengawasanᵢ terhadapᵢ kepalaᵢ desa.ᵢ BPDᵢ 

berperanᵢ dalamᵢ menyalurkanᵢ aspirasiᵢ masyarakat,ᵢ membahasᵢ berbagaiᵢ 

kebijakanᵢ desa,ᵢ sertaᵢ melakukanᵢ pengawasanᵢ terhadapᵢ jalannyaᵢ 

pemerintahanᵢ desa.ᵢ Melaluiᵢ fungsiᵢ tersebut,ᵢ BPDᵢ menjadiᵢ salahᵢ satuᵢ 

instrumenᵢ yangᵢ memastikanᵢ bahwaᵢ kepalaᵢ desaᵢ menjalankanᵢ tugasᵢ 

danᵢ kewenangannyaᵢ sesuaiᵢ denganᵢ peraturanᵢ perundang-undanganᵢ danᵢ 

kepentinganᵢ masyarakatᵢ desa.
51

 

Selainᵢ pengawasanᵢ yangᵢ dilakukanᵢ olehᵢ BPD,ᵢ masyarakatᵢ desaᵢ 

jugaᵢ memilikiᵢ peranᵢ yangᵢ tidakᵢ kalahᵢ pentingᵢ dalamᵢ mewujudkanᵢ 
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prinsipᵢ checksᵢ andᵢ balances.ᵢ Keterlibatanᵢ masyarakatᵢ dapatᵢ 

diwujudkanᵢ melaluiᵢ keikutsertaanᵢ dalamᵢ musyawarahᵢ desa,ᵢ 

penyampaianᵢ pendapatᵢ atauᵢ aspirasi,ᵢ sertaᵢ pengawasanᵢ terhadapᵢ 

berbagaiᵢ kebijakanᵢ danᵢ programᵢ yangᵢ dijalankanᵢ olehᵢ pemerintahᵢ 

desa.ᵢ Partisipasiᵢ tersebutᵢ merupakanᵢ bentukᵢ kontrolᵢ sosialᵢ yangᵢ 

berfungsiᵢ menjagaᵢ transparansiᵢ danᵢ akuntabilitasᵢ dalamᵢ 

penyelenggaraanᵢ pemerintahanᵢ desa.
52

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip checks 

and balances merupakan salah satu instrumen penting dalam 

konstitusionalisme yang berfungsi menciptakan keseimbangan kekuasaan 

dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
53

 Dalam 

penelitian ini, prinsip checks and balances digunakan sebagai landasan 

analisis untuk menilai apakah perpanjangan masa jabatan kepala desa 

tetap disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai sehingga 

tidak menimbulkan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dalam 

pemerintahan desa.
54

 

6. Masa Jabatan sebagai Instrumen Pembatasan Kekuasaan 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip 

demokrasi, pengaturan mengenai masa jabatan merupakan salah satu 

mekanisme yang digunakan untuk mengendalikan pelaksanaan 
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kekuasaan. Pengaturan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa 

kekuasaan yang dipegang oleh seseorang dalam jangka waktu yang terlalu 

lama dapat meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan kewenangan 

serta melemahkan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, penetapan batas 

masa jabatan menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan 

antara pelaksanaan kewenangan, akuntabilitas, dan prinsip demokrasi.
55

 

Secara umum, masa jabatan dapat dipahami sebagai periode waktu 

tertentu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada 

seseorang untuk menduduki dan menjalankan suatu jabatan publik. 

Setelah periode tersebut berakhir, yang bersangkutan harus mengikuti 

ketentuan yang berlaku apabila ingin kembali menduduki jabatan yang 

sama. Adanya pembatasan waktu tersebut bertujuan agar kekuasaan tidak 

terus-menerus berada pada satu orang serta membuka peluang terjadinya 

pergantian kepemimpinan secara berkala.
56

 

Pengaturan masa jabatan memiliki sejumlah tujuan yang penting 

dalam kehidupan demokrasi. Pertama, demi mencegah timbulnya 

penumpukan atau sentralisasi otoritas terhadap sesosok individu dalam 

waktu berdurasi panjang. Kedua, untuk mendorong lahirnya regenerasi 

kepemimpinan yang memungkinkan munculnya gagasan, perspektif, dan 

inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, menyediakan 

kesempatan terhadap publik guna menakar serta menguji kinerja 

pemimpin melalui mekanisme demokratis. Keempat, memperkuat 
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akuntabilitas karena setiap pemegang jabatan memiliki batas waktu yang 

jelas dalam menjalankan kewenangannya.
57

 

Dalam kajian konstitusionalisme, pembatasan masa jabatan 

dipandang sebagai salah satu wujud nyata dari prinsip pembatasan 

kekuasaan. Konstitusionalisme tidak hanya mengatur batas kewenangan 

yang dapat dijalankan oleh pejabat publik, tetapi juga membatasi lamanya 

seseorang menduduki suatu jabatan. Pembatasan tersebut diperlukan 

untuk menghindari dominasi kekuasaan yang berpotensi mengganggu 

kehidupan demokrasi serta mengurangi efektivitas pengawasan terhadap 

penyelenggara pemerintahan.
58

 

Pembatasan masa jabatan juga memiliki hubungan yang erat 

dengan prinsip demokrasi. Demokrasi memberikan ruang serta peluang 

serupa kepada setiap elemen sipil guna andil bagian pada pusaran politik, 

termasuk dalam memperoleh peluang untuk menjadi pemimpin.
59

 Apabila 

suatu jabatan dikuasai oleh individu yang sama dalam waktu yang sangat 

lama, maka kesempatan bagi munculnya pemimpin baru akan semakin 

terbatas. Maka dari itu, restriksi terhadap durasi kepemimpinan 

merupakan bagian cara untuk menjaga sirkulasi kepemimpinan dan 

memperkuat proses demokratis dalam pemerintahan.
60
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Pada tingkat pemerintahan tingkat kelurahan, regulasi terkait durasi 

kepemimpinan pimpinan wilayah ialah bagian bentuk dari implementasi 

prinsip pembatasan kekuasaan. Pemimpin di tingkat desa mengantongi 

kewenangan bersifat komprehensif guna mengelola administrasi birokrasi 

lokal, mengeksekusi proyek infrastruktur, membimbing tatanan sosial, 

hingga menstimulasi kemandirian warga. Luasnya kewenangan tersebut 

mengharuskan adanya pengaturan yang mampu menghalangi timbulnya 

monopoli otoritas pada satu individu yang berdurasi sangat panjang.
61

 

Ketentuanᵢ mengenaiᵢ masaᵢ jabatanᵢ kepalaᵢ desaᵢ mengalamiᵢ 

perubahanᵢ melaluiᵢ Undang-Undangᵢ Nomorᵢ 3ᵢ Tahunᵢ 2024ᵢ tentangᵢ 

Perubahanᵢ Keduaᵢ atasᵢ Undang-Undangᵢ Nomorᵢ 6ᵢ Tahunᵢ 2014ᵢ tentangᵢ 

Desa.ᵢ Dalamᵢ perubahanᵢ tersebut,ᵢ masaᵢ jabatanᵢ kepalaᵢ desaᵢ yangᵢ 

sebelumnyaᵢ ditetapkanᵢ selamaᵢ enamᵢ tahunᵢ untukᵢ setiapᵢ periodeᵢ 

diubahᵢ menjadiᵢ delapanᵢ tahunᵢ untukᵢ setiapᵢ periodeᵢ denganᵢ batasᵢ 

maksimalᵢ duaᵢ periodeᵢ masaᵢ jabatan.
62

ᵢ Perubahanᵢ iniᵢ memunculkanᵢ 

berbagaiᵢ tanggapan.ᵢ Sebagianᵢ pihakᵢ menilaiᵢ bahwaᵢ perpanjanganᵢ 

masaᵢ jabatanᵢ dapatᵢ mendukungᵢ keberlanjutanᵢ programᵢ pembangunanᵢ 

desaᵢ danᵢ memberikanᵢ waktuᵢ yangᵢ lebihᵢ memadaiᵢ bagiᵢ kepalaᵢ desaᵢ 

untukᵢ merealisasikanᵢ visiᵢ sertaᵢ programᵢ kerjanya.ᵢ Namun,ᵢ terdapatᵢ 

pulaᵢ pandanganᵢ yangᵢ menilaiᵢ bahwaᵢ kebijakanᵢ tersebutᵢ berpotensiᵢ 
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mengurangiᵢ efektivitasᵢ pembatasanᵢ kekuasaanᵢ danᵢ membukaᵢ peluangᵢ 

terjadinyaᵢ konsentrasiᵢ kekuasaanᵢ diᵢ tingkatᵢ desa.
63

 

Dariᵢ sudutᵢ pandangᵢ konstitusionalisme,ᵢ perubahanᵢ masaᵢ jabatanᵢ 

kepalaᵢ desaᵢ tidakᵢ hanyaᵢ perluᵢ dilihatᵢ dariᵢ sisiᵢ efektivitasᵢ 

penyelenggaraanᵢ pemerintahan,ᵢ tetapiᵢ jugaᵢ harusᵢ dikajiᵢ berdasarkanᵢ 

prinsipᵢ pembatasanᵢ kekuasaan.ᵢ Kajianᵢ tersebutᵢ pentingᵢ untukᵢ 

mengetahuiᵢ apakahᵢ kebijakanᵢ perpanjanganᵢ masaᵢ jabatanᵢ masihᵢ 

selarasᵢ denganᵢ tujuanᵢ utamaᵢ konstitusionalisme,ᵢ yaituᵢ mencegahᵢ 

penyalahgunaanᵢ kewenangan,ᵢ menjaminᵢ akuntabilitasᵢ pemerintahan,ᵢ 

sertaᵢ mendukungᵢ terjadinyaᵢ regenerasiᵢ kepemimpinanᵢ dalamᵢ 

kehidupanᵢ demokrasiᵢ desa.
64

 

Merujuk pada penjelasan di atas, bisa disimpulkan mengenai 

pengaturan masa jabatan memegang kontribusi yang amat penting sebagai 

instrumen pembatasan kekuasaan. Keberadaannya tidak hanya berfungsi 

mengatur lamanya seseorang menduduki jabatan publik, tetapi juga 

menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan 

pemerintah, tanggung jawab publik, serta andil dari khalayak publik.
65

 

Maka dari itu, konsep durasi kepemimpinan menjadi salah satu landasan 
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teoritis yang relevan dalam membedah penambahan waktu kerja pimpinan 

desa melalui sudut pandang konstitusionalisme.
66

 

7. Konstitusionalisme dalam Pemerintahan Desa 

Konstitusionalisme pada dasarnya merupakan kaidah wajib yang 

diimplementasikan pada seluruh tingkatan penyelenggaraan birokrasi 

negara, mencakup wilayah nasional, daerah, maupun desa. Selaku bagian 

dari sistem tata kelola Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa 

diberikan otoritas guna menata sekaligus mengelola urusan warga 

setempat bersandarkan pada aspek orisinalitas serta kewenangan domestik 

yang telah dimilikinya selaras terhadap koridor regulasi perundang-

undangan formal. Oleh sebab itu, aktivitas manajemen kelurahan lokal 

harus dilaksanakan dengan berpedoman pada nilai-nilai 

konstitusionalisme, seperti pembatasan kekuasaan, supremasi hukum, 

akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
67

 

Pada tatanan birokrasi kelurahan, pimpinan wilayah mengantongi 

kedudukan selaku pemimpin dengan kewajiban penuh terhadap 

penyelenggaraan tata kelola desa. Tugas serta kewenangannya mencakup 

penyelenggaraan administrasi, pembangunan wilayah, pengawasan 

tatanan kehidupan warga, hingga penguatan kemandirian masyarakat 

desa. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa pimpinan kelurahan 

tersebut mengemban kontribusi yang krusial bagi menentukan arah 
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kebijakan maupun pembangunan desa
68

 Meskipun demikian, kewenangan 

yang dimiliki tidak dapat dijalankan secara bebas karena tetap harus 

tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.
69

 

Salah satu prinsip utama dalam konstitusionalisme adalah bahwa 

setiap penyelenggaraan wewenang wajib berada pada koridor regulasi 

yang ditetapkan melalui hukum. Pada tingkat pemerintahan desa, prinsip 

tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai tugas, fungsi, 

kewenangan, serta masa jabatan kepala desa sebagaimana mestinya diatur 

pada ketentuan kodifikasi hukum nasional.
70

 Pengaturan ini bermaksud 

guna menjamin agar pimpinan kelurahan menjalankan kewenangannya 

selaras terhadap aturan hukum serta dilarang mengabaikan kepentingan 

masyarakat yang dipimpinnya.
71

 

Implementasi konstitusionalisme dalam pemerintahan desa juga 

dapat dilihat dari adanya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan 

kekuasaan. Bagian dari institusi yang turut andil pada fungsi tersebut 

ialah unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
72

 Lembaga legislatif 

lokal ini memiliki tugas menyerap sekaligus meneruskan kehendak warga, 

mengkaji maupun menyepakati rancangan regulasi kelurahan kolaboratif 

dengan pimpinan desa, serta menjalankan fungsi kontrol atas 
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penyelenggaraan tata kelola lokal. Kehadiran BPD mencerminkan adanya 

mekanisme pengendalian kekuasaan yang bertujuan mencegah 

penggunaan kewenangan secara berlebihan oleh kepala desa.
73

 

Selain BPD, masyarakat desa juga memiliki posisi yang penting 

dalam mewujudkan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Keterlibatan 

masyarakat dapat dilakukan melalui forum musyawarah desa, 

penyampaian pendapat atau aspirasi, serta pengawasan atas bermacam 

agenda maupun regulasi yang dieksekusi oleh aparatur kelurahan. 

Partisipasi masyarakat tersebut merupakan wujud dari sistem demokratis 

yang menyediakan ruang bagi elemen sipil guna turut berperan pada 

proses penyelenggaraan tata kelola.
74

 

Konstitusionalisme dalam pemerintahan desa juga tercermin 

melalui penerapan prinsip akuntabilitas. Sebagai pemegang jabatan 

publik, kepala desa berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas, kebijakan, dan penggunaan kewenangannya kepada publik selaras 

terhadap koridor regulasi yang berkekuatan hukum. Akuntabilitas 

diperlukan demi menjamin bahwa seluruh langkah maupun ketetapan 

yang digulirkan benar-benar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan serta 

kepentingan masyarakat desa.
75

 

Di samping itu, prinsip supremasi hukum menuntut agar seluruh 

penyelenggara pemerintahan desa mematuhi konstitusi dan peraturan 
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perundang-undangan. Setiap kebijakan maupun tindakan yang dilakukan 

oleh kepala desa harus memiliki dasar hukum yang jelas sehingga 

pelaksanaan pemerintahan dapat berlangsung secara tertib, terarah, dan 

tidak melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan.
76

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan 

konstitusionalisme dalam pemerintahan desa tercermin melalui adanya 

pembatasan terhadap kekuasaan kepala desa, mekanisme pengawasan 

oleh BPD, keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan, penerapan 

prinsip akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap hukum.
77

 Keseluruhan 

prinsip tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan 

perpanjangan masa jabatan kepala desa masih sesuai dengan tujuan 

konstitusionalisme yang menekankan pemerintahan yang demokratis, 

bertanggung jawab, dan terhindar dari pemusatan kekuasaan.
78

 

 

B. Teori Desentralisasi dan Otonomi Desa 

1. Desentralisasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 

Desentralisasi merupakan suatu mekanisme tata kelola 

penyelenggaraan birokrasi negara yang melimpahkan sebagian porsi 

otorisasi dari pemerintah pusat terhadap daerah guna mengelola sekaligus 

menyelenggarakan urusan pemerintahan selaras terhadap koridor regulasi 
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yang berkekuatan hukum.
79

 Penerapan sistem ini dimaksudkan agar 

proses pemerintahan dapat berlangsung lebih efektif, pelayanan publik 

menjadi lebih dekat dengan masyarakat, serta pembangunan dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
80

 

Dasar pelaksanaan desentralisasi di Indonesia tercantum dalam 

Pasal 18 Konstitusi Tertinggi (UUD NRI) Periode Jilid 1945. Ketentuan 

tersebut melimpahkan porsi otorisasi terhadap wilayah guna menata 

sekaligus mengelola agenda pemerintahannya secara mandiri berdasarkan 

asas otonomi maupun tugas pembantuan. Melalui pengaturan tersebut, 

daerah memperoleh kesempatan untuk mengelola berbagai kepentingan 

masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayahnya.
81

 

Perkembangan konsep desentralisasi juga membawa pengakuan 

terhadap keberadaan desa selaku entitas komunitas sosial yuridis yang 

mengantongi aspek orisinalitas serta kewenangan domestik. Lewat karena 

pertimbangan ini, pihak kelurahan diberi ruang untuk mengatur berbagai 

kepentingan masyarakatnya sendiri sepanjang senantiasa bersandarkan 

pada koridor kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
82
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2. Otonomi Desa dalam Undang-Undang Desa 

Otonomi kelurahan merupakan otoritas serta legalitas resmi yang 

dimiliki desa guna menata urusan warga setempat bersandarkan pada 

aspek orisinalitas, tatanan budaya lokal, dan kewenangan lokal 

sebagaimana dilegitimasi melalui otoritas pusat. Konsep tersebut 

menyediakan independensi terhadap pihak kelurahan guna 

menyelenggarakan pemerintahan serta mengeksekusi proyek infrastruktur 

selaras terhadap aspirasi warga lokal.
83

 

Pengaturan mengenai otonomi desa terdapat pada regulasi UU No. 

6/2014 mengenai Kelurahan, yang mana telah diperbarui lewat ketetapan 

UU No. 3/2024. Bersandarkan pada ketentuan tersebut, desa diberikan 

otoritas pada manajemen tata kelola lokal, realisasi pembangunan fisik, 

pengawasan tatanan kehidupan sosial warga, serta penguatan kemandirian 

publik.
84

 

Pemberian otonomi kepada desa bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan 

menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat secara 

mandiri.
85

 Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap 

harus berpedoman pada prinsip demokrasi, keterbukaan, partisipasi 
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masyarakat, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan.
86

 

 

C. Pemerintahan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tanun 2024 

Tentang Desa 

1. Kedudukan Kepala Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa 

Pemerintahanᵢ desaᵢ merupakanᵢ bagianᵢ dariᵢ sistemᵢ 

penyelenggaraanᵢ pemerintahanᵢ diᵢ Indonesiaᵢ yangᵢ memberikanᵢ 

kewenanganᵢ kepadaᵢ desaᵢ untukᵢ mengaturᵢ danᵢ mengurusᵢ kepentinganᵢ 

masyarakatᵢ berdasarkanᵢ hakᵢ asalᵢ usulᵢ sertaᵢ ketentuanᵢ peraturanᵢ 

perundang-undangan.ᵢ Keberadaanᵢ desaᵢ menunjukkanᵢ adanyaᵢ 

pengakuanᵢ negaraᵢ terhadapᵢ otonomiᵢ masyarakatᵢ diᵢ tingkatᵢ lokalᵢ dalamᵢ 

kerangkaᵢ Negaraᵢ Kesatuanᵢ Republikᵢ Indonesia.
87

 

Pengaturanᵢ mengenaiᵢ pemerintahanᵢ desaᵢ saatᵢ iniᵢ diaturᵢ dalamᵢ 

Undang-Undangᵢ Nomorᵢ 3ᵢ Tahunᵢ 2024ᵢ tentangᵢ Perubahanᵢ Keduaᵢ atasᵢ 

Undang-Undangᵢ Nomorᵢ 6ᵢ Tahunᵢ 2014ᵢ tentangᵢ Desa.ᵢ Berdasarkanᵢ 

ketentuanᵢ tersebut,ᵢ pemerintahanᵢ desaᵢ diselenggarakanᵢ olehᵢ 

pemerintahᵢ desaᵢ yangᵢ terdiriᵢ atasᵢ kepalaᵢ desaᵢ danᵢ perangkatᵢ desa.ᵢ 

Dalamᵢ strukturᵢ tersebut,ᵢ kepalaᵢ desaᵢ menempatiᵢ posisiᵢ sebagaiᵢ 

pemimpinᵢ penyelenggaraanᵢ pemerintahanᵢ desa.
88ᵢ  
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Kepalaᵢ desaᵢ bertanggungᵢ jawabᵢ dalamᵢ pelaksanaanᵢ 

pemerintahan,ᵢ pembangunanᵢ desa,ᵢ pembinaanᵢ kemasyarakatan,ᵢ danᵢ 

pemberdayaanᵢ masyarakat.ᵢ Selainᵢ itu,ᵢ kepalaᵢ desaᵢ memilikiᵢ 

kewenanganᵢ untukᵢ memimpinᵢ penyelenggaraanᵢ pemerintahanᵢ desa,ᵢ 

menetapkanᵢ kebijakanᵢ desa,ᵢ mengelolaᵢ APBDes,ᵢ membinaᵢ kehidupanᵢ 

masyarakat,ᵢ sertaᵢ mewakiliᵢ desaᵢ dalamᵢ hubunganᵢ hukum.
89

 

Meskipun memiliki kewenangan yang luas, kepala desa tetap 

terikat pada prinsip negara hukum sehingga pelaksanaan kewenangannya 

tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa batas. Oleh karena itu, terdapat 

mekanisme pengawasan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dan partisipasi masyarakat untuk memastikan penyelenggaraan 

pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan hukum dan kepentingan 

masyarakat.
90  

Dalam perspektif konstitusionalisme, pengawasan dan pembatasan 

kewenangan tersebut merupakan bentuk pengendalian kekuasaan agar 

tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, kedudukan 

kepala desa tidak hanya sebagai penyelenggara pemerintahan desa, tetapi 

juga sebagai pemegang kewenangan yang pelaksanaannya tetap dibatasi 

oleh hukum, mekanisme pengawasan, dan partisipasi masyarakat.
91
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2. Masa Jabatan Kepala Desa 

Masa jabatan merupakan jangka waktu yang ditetapkan oleh 

peraturan perundang-undangan bagi seseorang untuk menjalankan suatu 

jabatan publik. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, pengaturan 

mengenai masa jabatan tidak hanya berfungsi untuk menentukan lamanya 

seseorang menduduki jabatan, tetapi juga menjadi salah satu bentuk 

pembatasan terhadap penggunaan kekuasaan. Melalui adanya batas waktu 

tersebut, pelaksanaan kewenangan diharapkan tetap berada dalam koridor 

hukum dan dapat mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan.
92

 

Dalamᵢ penyelenggaraanᵢ pemerintahanᵢ desa,ᵢ pengaturanᵢ masaᵢ 

jabatanᵢ kepalaᵢ desaᵢ memilikiᵢ peranᵢ pentingᵢ untukᵢ menjagaᵢ 

keseimbanganᵢ antaraᵢ efektivitasᵢ pemerintahanᵢ danᵢ prinsipᵢ demokrasi.ᵢ 

Kepalaᵢ desaᵢ sebagaiᵢ penyelenggaraᵢ pemerintahanᵢ diᵢ tingkatᵢ desaᵢ 

diberikanᵢ waktuᵢ tertentuᵢ untukᵢ melaksanakanᵢ tugas,ᵢ programᵢ kerja,ᵢ 

danᵢ pembangunanᵢ desa.ᵢ Namun,ᵢ jangkaᵢ waktuᵢ tersebutᵢ tetapᵢ harusᵢ 

disertaiᵢ denganᵢ batasanᵢ agarᵢ pelaksanaanᵢ pemerintahanᵢ tetapᵢ 

berlangsungᵢ secaraᵢ akuntabel.
93

 

Sebelumᵢ berlakunyaᵢ Undang-Undangᵢ Nomorᵢ 3ᵢ Tahunᵢ 2024ᵢ 

tentangᵢ Perubahanᵢ Keduaᵢ atasᵢ Undang-Undangᵢ Nomorᵢ 6ᵢ Tahunᵢ 2014ᵢ 

tentangᵢ Desa,ᵢ ketentuanᵢ mengenaiᵢ masaᵢ jabatanᵢ kepalaᵢ desaᵢ diaturᵢ 

dalamᵢ Pasalᵢ 39ᵢ Undang-Undangᵢ Nomorᵢ 6ᵢ Tahunᵢ 2014ᵢ yangᵢ 
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menetapkanᵢ masaᵢ jabatanᵢ selamaᵢ enamᵢ tahunᵢ danᵢ dapatᵢ dipilihᵢ 

kembaliᵢ palingᵢ banyakᵢ tigaᵢ kaliᵢ masaᵢ jabatan,ᵢ baikᵢ secaraᵢ berturut-

turutᵢ maupunᵢ tidakᵢ berturut-turut.ᵢ Ketentuanᵢ tersebutᵢ dimaksudkanᵢ 

untukᵢ memberikanᵢ kesempatanᵢ kepadaᵢ kepalaᵢ desaᵢ dalamᵢ 

menjalankanᵢ pemerintahanᵢ sekaligusᵢ membukaᵢ peluangᵢ terjadinyaᵢ ᵢ 

regenerasiᵢ kepemimpinan.
94

 

Pengaturan masa jabatan pada dasarnya berkaitan dengan upaya 

pembatasan kekuasaan. Dalam perspektif konstitusionalisme, pembatasan 

tersebut diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan 

menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai prinsip 

negara hukum. Oleh karena itu, masa jabatan menjadi salah satu 

instrumen hukum untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis dan 

bertanggung jawab.
95

 

Selain sebagai bentuk pembatasan kekuasaan, masa jabatan juga 

berhubungan dengan prinsip akuntabilitas dan regenerasi kepemimpinan. 

Adanya batas waktu jabatan memungkinkan masyarakat melakukan 

evaluasi terhadap kinerja kepala desa serta memberikan kesempatan bagi 

munculnya kepemimpinan baru. Mekanisme tersebut menjadi bagian 

penting dalam menjaga partisipasi masyarakat dalam kehidupan 

demokrasi di tingkat desa.
96
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Di sisi lain, penentuan masa jabatan juga perlu mempertimbangkan 

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Masa jabatan yang terlalu 

singkat dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan, 

sedangkan masa jabatan yang terlalu panjang berpotensi mengurangi 

intensitas pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan. Oleh sebab 

itu, diperlukan keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan prinsip 

pembatasan kekuasaan.
97

 

Dengan demikian, durasi kepemimpinan pimpinan kelurahan bukan 

semata-mata bersinggungan terhadap lamanya seseorang menjabat, 

melainkan turut merupa elemen pada mekanisme pengendalian kekuasaan 

yang bertujuan menjaga penyelenggaraan pemerintahan desa agar tetap 

demokratis, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip konstitusionalisme.
98

 

3. Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Regulasi Desa 

Ketentuanᵢ mengenaiᵢ masaᵢ jabatanᵢ kepalaᵢ desaᵢ mengalamiᵢ 

perubahanᵢ setelahᵢ diberlakukannyaᵢ Undang-Undangᵢ Nomorᵢ 3ᵢ Tahunᵢ 

2024ᵢ tentangᵢ Perubahanᵢ Keduaᵢ atasᵢ Undang-Undangᵢ Nomorᵢ 6ᵢ Tahunᵢ 

2014ᵢ tentangᵢ Desa.ᵢ Perubahanᵢ tersebutᵢ menjadiᵢ salahᵢ satuᵢ aspekᵢ yangᵢ 

banyakᵢ mendapatᵢ perhatianᵢ karenaᵢ berkaitanᵢ denganᵢ pengaturanᵢ danᵢ 

pembatasanᵢ kewenanganᵢ dalamᵢ penyelenggaraanᵢ pemerintahanᵢ desa.
99
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Sebelumᵢ perubahanᵢ tersebutᵢ berlaku,ᵢ Pasalᵢ 39ᵢ Undang-Undangᵢ 

Nomorᵢ 6ᵢ Tahunᵢ 2014ᵢ mengaturᵢ bahwaᵢ kepalaᵢ desaᵢ menjabatᵢ selamaᵢ 

enamᵢ tahunᵢ danᵢ dapatᵢ dipilihᵢ kembaliᵢ palingᵢ banyakᵢ tigaᵢ kaliᵢ masaᵢ 

jabatan,ᵢ baikᵢ secaraᵢ berturut-turutᵢ maupunᵢ tidakᵢ berturut-turut.ᵢ 

Ketentuanᵢ iniᵢ memberikanᵢ peluangᵢ bagiᵢ kepalaᵢ desaᵢ untukᵢ 

melanjutkanᵢ masaᵢ kepemimpinannyaᵢ melaluiᵢ mekanismeᵢ pemilihanᵢ 

ulangᵢ sesuaiᵢ denganᵢ ketentuanᵢ yangᵢ berlaku.
100

 

Setelahᵢ dilakukanᵢ perubahanᵢ melaluiᵢ Undang-Undangᵢ Nomorᵢ 3ᵢ 

Tahunᵢ 2024,ᵢ masaᵢ jabatanᵢ kepalaᵢ desaᵢ ditetapkanᵢ menjadiᵢ delapanᵢ 

tahunᵢ danᵢ dapatᵢ dipilihᵢ kembaliᵢ palingᵢ banyakᵢ duaᵢ kaliᵢ masaᵢ jabatan.ᵢ 

Perubahanᵢ tersebutᵢ menunjukkanᵢ adanyaᵢ penyesuaianᵢ kebijakanᵢ dalamᵢ 

pengaturanᵢ penyelenggaraanᵢ pemerintahanᵢ desa.
101

 

Secaraᵢ normatif,ᵢ perubahanᵢ iniᵢ didasarkanᵢ padaᵢ pertimbanganᵢ 

untukᵢ meningkatkanᵢ efektivitasᵢ pelaksanaanᵢ pemerintahanᵢ danᵢ 

pembangunanᵢ desa.ᵢ Jangkaᵢ waktuᵢ enamᵢ tahunᵢ dinilaiᵢ belumᵢ 

sepenuhnyaᵢ memberikanᵢ ruangᵢ yangᵢ cukupᵢ bagiᵢ kepalaᵢ desaᵢ untukᵢ 

menyelesaikanᵢ programᵢ pembangunanᵢ yangᵢ membutuhkanᵢ 

keberlanjutanᵢ pelaksanaanᵢ dalamᵢ jangkaᵢ panjang.ᵢ Olehᵢ karenaᵢ itu,ᵢ 

penambahanᵢ masaᵢ jabatanᵢ dipandangᵢ dapatᵢ mendukungᵢ tercapainyaᵢ 

pelaksanaanᵢ programᵢ secaraᵢ lebihᵢ optimal.
102
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Selain aspek efektivitas, perubahan tersebut juga dikaitkan dengan 

upaya menjaga stabilitas pemerintahan desa. Pergantian kepemimpinan 

yang terlalu sering dipandang dapat memengaruhi kesinambungan 

kebijakan dan pelaksanaan program yang sedang berjalan. Dengan adanya 

penambahan masa jabatan, diharapkan terdapat kesinambungan dalam 

penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
103

 

Namunᵢ demikian,ᵢ perubahanᵢ pengaturanᵢ masaᵢ jabatanᵢ kepalaᵢ 

desaᵢ jugaᵢ menimbulkanᵢ berbagaiᵢ pandangan.ᵢ Pendapatᵢ yangᵢ 

mendukungᵢ perubahanᵢ tersebutᵢ menilaiᵢ bahwaᵢ masaᵢ jabatanᵢ yangᵢ 

lebihᵢ panjangᵢ dapatᵢ memberikanᵢ kesempatanᵢ bagiᵢ kepalaᵢ desaᵢ untukᵢ 

bekerjaᵢ secaraᵢ lebihᵢ efektifᵢ sertaᵢ mengurangiᵢ potensiᵢ konflikᵢ politikᵢ 

yangᵢ munculᵢ akibatᵢ frekuensiᵢ pemilihanᵢ yangᵢ tinggi.
104

 

Sebaliknya,ᵢ terdapatᵢ pandanganᵢ yangᵢ menilaiᵢ bahwaᵢ 

perpanjanganᵢ masaᵢ jabatanᵢ dapatᵢ menimbulkanᵢ tantanganᵢ terhadapᵢ 

prinsipᵢ pembatasanᵢ kekuasaan.ᵢ Semakinᵢ lamaᵢ seseorangᵢ mendudukiᵢ 

jabatanᵢ publik,ᵢ semakinᵢ besarᵢ kemungkinanᵢ terjadinyaᵢ konsentrasiᵢ 

kewenanganᵢ apabilaᵢ tidakᵢ diimbangiᵢ denganᵢ sistemᵢ pengawasanᵢ yangᵢ 

berjalanᵢ secaraᵢ efektif.ᵢ Olehᵢ karenaᵢ itu,ᵢ pembatasanᵢ masaᵢ jabatanᵢ 

tetapᵢ dipandangᵢ sebagaiᵢ salahᵢ satuᵢ instrumenᵢ pentingᵢ dalamᵢ menjagaᵢ 

regenerasiᵢ kepemimpinanᵢ danᵢ mencegahᵢ dominasiᵢ kekuasaan.
105

 

                                                       
103 Angga Ramadan, Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif 

Demokrasi Konstitusional. 
104ᵢ Danangᵢ Pambudhi,ᵢ Tinjauanᵢ Diskursusᵢ Perpanjanganᵢ Masaᵢ Jabatanᵢ Kepalaᵢ Desaᵢ 

Berdasarkanᵢ Ajaranᵢ Konstitusionalisme,ᵢ 2023. 
105ᵢ Anggaᵢ Ramadan,ᵢ Urgensiᵢ Pembatasanᵢ Masaᵢ Jabatanᵢ Kepalaᵢ Desaᵢ Dalamᵢ 

Perspektifᵢ Demokrasiᵢ Konstitusional. 
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Apabilaᵢ ditinjauᵢ dariᵢ perspektifᵢ konstitusionalisme,ᵢ perubahanᵢ 

masaᵢ jabatanᵢ kepalaᵢ desaᵢ tidakᵢ hanyaᵢ dipahamiᵢ sebagaiᵢ perubahanᵢ 

administratif,ᵢ tetapiᵢ jugaᵢ sebagaiᵢ bagianᵢ dariᵢ pengaturanᵢ penggunaanᵢ 

kekuasaanᵢ dalamᵢ penyelenggaraanᵢ pemerintahanᵢ desa.ᵢ Prinsipᵢ 

konstitusionalismeᵢ menempatkanᵢ penggunaanᵢ kewenanganᵢ dalamᵢ 

batas-batasᵢ hukumᵢ sehinggaᵢ pelaksanaannyaᵢ tetapᵢ dapatᵢ dikontrolᵢ danᵢ 

dipertanggungjawabkan.
106

 

Dalamᵢ konteksᵢ tersebut,ᵢ penambahanᵢ masaᵢ jabatanᵢ kepalaᵢ desaᵢ 

padaᵢ dasarnyaᵢ tidakᵢ secaraᵢ langsungᵢ bertentanganᵢ denganᵢ prinsipᵢ 

pembatasanᵢ kekuasaanᵢ selamaᵢ tetapᵢ disertaiᵢ mekanismeᵢ pengawasanᵢ 

yangᵢ memadai.ᵢ Pengawasanᵢ tersebutᵢ dapatᵢ dilakukanᵢ melaluiᵢ peranᵢ 

Badanᵢ Permusyawaratanᵢ Desaᵢ (BPD),ᵢ keterlibatanᵢ masyarakat,ᵢ 

transparansiᵢ penyelenggaraanᵢ pemerintahan,ᵢ sertaᵢ pertanggungjawabanᵢ 

kepalaᵢ desaᵢ dalamᵢ menjalankanᵢ kewenangannya.
107

 

Selainᵢ itu,ᵢ perubahanᵢ masaᵢ jabatanᵢ jugaᵢ perluᵢ dipahamiᵢ dalamᵢ 

kerangkaᵢ demokrasiᵢ lokal.ᵢ Demokrasiᵢ tidakᵢ hanyaᵢ diwujudkanᵢ melaluiᵢ 

pelaksanaanᵢ pemilihan,ᵢ tetapiᵢ jugaᵢ melaluiᵢ adanyaᵢ kesempatanᵢ bagiᵢ 

masyarakatᵢ untukᵢ melakukanᵢ pengawasanᵢ danᵢ evaluasiᵢ terhadapᵢ 

penyelenggaraᵢ pemerintahan.ᵢ Denganᵢ demikian,ᵢ efektivitasᵢ pengaturanᵢ 

                                                       
106ᵢ Gustiᵢ Ayuᵢ Diahᵢ Nandini,ᵢ Perpanjanganᵢ Masaᵢ Jabatanᵢ Kepalaᵢ Desaᵢ Dalamᵢ Aspekᵢ 

Konstitusionalismeᵢ Danᵢ ᵢ Asas-Asasᵢ Umumᵢ Pemerintahanᵢ Yangᵢ Baik. 
107ᵢ Nisrinaᵢ Fawwazyᵢ Taorik,ᵢ Perpanjanganᵢ Masaᵢ Jabatanᵢ Kepalaᵢ Desaᵢ Dalamᵢ 

Perspektifᵢ Demokrasiᵢ Danᵢ Akuntabilitasᵢ Pemerintahanᵢ Desa,ᵢ 2024. 
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masaᵢ jabatanᵢ tidakᵢ hanyaᵢ ditentukanᵢ olehᵢ lamanyaᵢ masaᵢ jabatan,ᵢ 

tetapiᵢ jugaᵢ olehᵢ kualitasᵢ sistemᵢ pengawasanᵢ yangᵢ diterapkan.
108

 

Berdasarkanᵢ uraianᵢ tersebut,ᵢ perubahanᵢ masaᵢ jabatanᵢ kepalaᵢ 

desaᵢ melaluiᵢ Undang-Undangᵢ Nomorᵢ 3ᵢ Tahunᵢ 2024ᵢ dapatᵢ dipahamiᵢ 

sebagaiᵢ kebijakanᵢ hukumᵢ yangᵢ diarahkanᵢ untukᵢ meningkatkanᵢ 

efektivitasᵢ penyelenggaraanᵢ pemerintahanᵢ desa.ᵢ Namun,ᵢ 

pelaksanaannyaᵢ tetapᵢ perluᵢ memperhatikanᵢ prinsipᵢ konstitusionalismeᵢ 

agarᵢ tujuanᵢ efektivitasᵢ pemerintahanᵢ tidakᵢ mengurangiᵢ prinsipᵢ 

pembatasanᵢ kekuasaan,ᵢ akuntabilitas,ᵢ danᵢ partisipasiᵢ masyarakat.
109

 

                                                       
108ᵢ Srifridayanti,ᵢ Analisisᵢ Urgensiᵢ Perpanjanganᵢ Masaᵢ Jabatanᵢ Kepalaᵢ Desa:ᵢ Kajianᵢ 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Kajian ilmiah ini menggunakan jenis studi hukum empiris lewat 

pendekatan yuridis empiris. Riset hukum empiris merupakan aktivitas 

penelaahan yang mendalam guna mengkaji hukum tidak hanya selaku 

kaidah normatif konkret yang tercantum pada teks kodifikasi hukum, 

melainkan turut memotret implikasi regulasi tersebut diterapkan dan 

diimplementasikan pada tata kehidupan sosial warga.
1
 

Metode sosiologi hukum tersebut digunakan karena agenda kajian 

akademis ini tidak hanya membedah ketentuan yuridis terkait rekonstruksi 

batasan waktu kepemimpinan pamong kelurahan selaras terhadap 

ketetapan UU No. 3/2024 tentang Desa, melainkan turut menginvestigasi 

implementasi substansi legalitas ini pada realitas lapangan 

penyelenggaraan pemerintahan desa pada wilayah Kampung Buyut Udik, 

teritorial Kecamatan Gunung Sugih, kawasan Kabupaten Lampung 

Tengah.
2
 

Di samping itu, kajian ilmiah tersebut dikategorikan ke ke lingkup studi 

empiris di area terbuka (field research) lantaran instrumen data primer 

dihimpun secara riil dari area pemantauan lewat serangkaian kegiatan 

                                                       
1 Jamaluddin, Pendekatan Penelitian Dalam Kajian Hukum Dan Hukum Islam: Normatif, 

Empiris, Dan Pendekatan Hukum Islam. 
2 Pane, Implementasi Teori Dan Penemuan Hukum Dalam Rekomendasi Ombudsman RI : 

Kaitan Norma Hukum Dan Keadilan Administratif. 
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tanya jawab mendalam, serta pengumpulan berkas otentik kepada jajaran 

narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Data lapangan 

tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai 

pelaksanaan kebijakan penambahan masa jabatan kepala desa serta 

pengaruhnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
3
 

 

2. Sifat penelitian  

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, artinya peneliti akan 

mendeskripsikan fakta-fakta implementasi di Kampung Buyut Udik 

secara rinci, kemudian menganalisisnya secara kritis dari perspektif 

konstitusionalisme.
4
 

  

B. Sumber Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama: 

1. Data Primer: Diperoleh secara langsung dari informan kunci melalui 

wawancara mendalam. Informan tersebut meliputi Kepala Desa Kampung 

Buyut Udik, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat 

desa, tokoh masyarakat, serta warga yang terlibat dalam proses pemilihan 

dan pengawasan pemerintahan desa. Data ini mencakup pengalaman 

nyata, kendala, serta persepsi masyarakat terhadap perpanjangan masa 

jabatan.
5
 

                                                       
3 Jamaluddin, Pendekatan Penelitian Dalam Kajian Hukum Dan Hukum Islam: Normatif, 

Empiris, Dan Pendekatan Hukum Islam. 
4 Rifai, Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menentukan Kebijakan 

Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 
5 Susanto, Persepsi Masyarakat Terhadap Perpanjangan 9 Tahun Masa Jabatan Kepala 

Desa (Studi Pada Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. 
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2. Data Sekunder: Terdiri dari bahan hukum primer (UUD 1945, Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta peraturan 

pelaksanaannya), bahan hukum sekunder (buku teks hukum tata negara, 

jurnal ilmiah terkait konstitusionalisme dan otonomi desa), serta bahan 

hukum tersier (artikel, laporan penelitian terdahulu, dan dokumen resmi 

desa).
6
 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa teknik 

berikut: 

1. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview): Dilakukan secara semi-

struktural dengan panduan pertanyaan terbuka kepada informan kunci, 

sehingga diperoleh informasi yang mendalam dan nuansa yang kaya. 

2. Observasi: Meliputi observasi partisipatif maupun non-partisipatif 

terhadap kegiatan sehari-hari pemerintahan desa, rapat BPD, serta 

interaksi masyarakat terkait isu masa jabatan kepala desa. 

3. Studi Dokumentasi: Mengkaji dokumen resmi desa seperti Peraturan 

Desa, laporan pertanggungjawaban, berita acara pemilihan, serta 

dokumen transisi implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
7
 

                                                       
6 Fadhila, Polemik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Implikasinya Terhadap 

Demokrasi Lokal. 
7 Susanto, Persepsi Masyarakat Terhadap Perpanjangan 9 Tahun Masa Jabatan Kepala 

Desa (Studi Pada Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. 
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Pengumpulan data dilakukan dengan menjunjung tinggi etika 

penelitian, terutama melalui mekanisme informed consent dan penjaminan 

anonimitas bagi seluruh responden.
8
 

 

D. Teknik Analisis Data 

Pendekatan deskriptif-analitik diaplikasikan dalam pemrosesan data 

kualitatif pada penelitian ini. Prosedur tersebut dioperasionalkan melalui 

serangkaian tahapan yang dimulai dari reduksi data guna mengekstraksi 

informasi krusial, diikuti dengan visualisasi data dalam format naratif 

maupun matriks. Sebagai tahap final, dilakukan inferensi kesimpulan yang 

validitasnya diuji melalui mekanisme triangulasi dengan mengomparasikan 

temuan dari observasi lapangan, wawancara mendalam, dan telaah dokumen.
9
 

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teori konstitusionalisme 

sebagai pisau analisis untuk menilai implementasi penambahan masa jabatan 

kepala desa berdasarkan prinsip pembatasan kekuasaan (limited government), 

checks and balances, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa.
10

 

 

                                                       
8 Susanto, Persepsi Masyarakat Terhadap Perpanjangan 9 Tahun Masa Jabatan Kepala 

Desa (Studi Pada Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. 
9 Fadhila, Polemik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Implikasinya Terhadap 

Demokrasi Lokal, 2024. 
10 Nisrina Fawwazy Taorik, Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif 

Demokrasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa, 2024. 



BAB IV 

PEMBAHASAN 

 
A. Gambaran Umum Kampung Buyut Udik  

1. Sejarah Singkat Kampung Buyut Udik   

Kampungᵢ buyutᵢ udikᵢ berdiriᵢ padaᵢ tahunᵢ 1920,ᵢ yangᵢ merupakanᵢ 

pemekaranᵢ dariᵢ kampungᵢ Buyutᵢ Ilir.ᵢ Beradaᵢ diᵢ Ibukotaᵢ Kabupatenᵢ 

Lampungᵢ Tengahᵢ yaituᵢ Gunungᵢ Sugih,ᵢ denganᵢ luasᵢ wilayahᵢ 1.815,45ᵢ 

km2.ᵢ Secaraᵢ geografisᵢ Kampungᵢ Buyutᵢ Udikᵢ memilikiᵢ batas-batasᵢ 

wilayah:ᵢ  

a) Sebelahᵢ utaraᵢ berbatasanᵢ denganᵢ Kampungᵢ Kaliᵢ Seputih.ᵢ  

b) Sebelahᵢ selatanᵢ berbatasanᵢ denganᵢ Kampungᵢ Astomulyo. 

c) Sebelahᵢ baratᵢ berbatasanᵢ denganᵢ Kecamatanᵢ Gunungᵢ Sugih.ᵢ  

d) Sebelahᵢ timurᵢ berbatasanᵢ denganᵢ Kampungᵢ Buyutᵢ Ilirᵢ 
1
 

Pendudukᵢ desaᵢ buyutᵢ udikᵢ berjumlahᵢ 5460ᵢ jiwa,ᵢ terdiriᵢ dariᵢ 

2831ᵢ jiwaᵢ pendudukᵢ laki-lakiᵢ danᵢ 2629ᵢ jiwaᵢ pendudukᵢ perempuan.ᵢ 

Kehidupanᵢ sosial,ᵢ agamaᵢ kepercayaanᵢ masyarakatᵢ setempatᵢ padaᵢ 

umumnyaᵢ bertumpuᵢ padaᵢ sektorᵢ Agrarisᵢ (70%)ᵢ sisanyaᵢ adalahᵢ 

Pedagang,ᵢ Perkebunan,ᵢ Wiraswasta,ᵢ Swastaᵢ danᵢ Paraᵢ Pekerjaᵢ lainnya.ᵢ 

Komoditasᵢ utamaᵢ Kampungᵢ Buyutᵢ Udikᵢ adalahᵢ Padiᵢ (40%),ᵢ Singkongᵢ 

(30%),ᵢ Sawitᵢ (20%),ᵢ Jagungᵢ (10%).ᵢ Kehidupanᵢ Sosial,ᵢ agamaᵢ danᵢ 

kepercayaanᵢ Mayoritasᵢ masyarakatᵢ menganutᵢ agamaᵢ islamᵢ (90%),ᵢ 

Protestanᵢ (5%),ᵢ Khatolikᵢ (5%).ᵢ Masyarakatᵢ tetapᵢ menganutᵢ agamaᵢ 

                                                       
1ᵢ Monografiᵢ Kampungᵢ Buyutᵢ Udik,ᵢ 2022. 
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islamᵢ namunᵢ diimbangiᵢ denganᵢ keprcayaanᵢ lokal.ᵢ Masyarakatᵢ Buyutᵢ 

Udikᵢ jugaᵢ Mayoritasᵢ Sukuᵢ Lampungᵢ (60%)ᵢ sisanyaᵢ menganutᵢ sukuᵢ 

Jawaᵢ (40%).ᵢ ᵢ  

Keorganisasianᵢ Pemudaᵢ danᵢ Masyarakatᵢ untukᵢ organisasiᵢ diᵢ 

Kampungᵢ Buyutᵢ Udikᵢ adaᵢ Karangᵢ Taruna,ᵢ Ibuᵢ PKK,ᵢ LPMᵢ (Lembagaᵢ 

Pemberdayaanᵢ Masyarakat),ᵢ Kaderᵢ Posyandu,ᵢ Gapoktanᵢ (Gabunganᵢ 

kelompokᵢ tani)ᵢ .ᵢ ᵢ ᵢ ᵢ Tradisiᵢ Masyarakatᵢ Kampungᵢ Buyutᵢ Udikᵢ 

memilikiᵢ sebuahᵢ tradisiᵢ yangᵢ unkᵢ sepertiᵢ setiapᵢ perayaanᵢ danᵢ 

penyambutanᵢ Proklamasiᵢ Kemerdekaanᵢ Republikᵢ Indonesiaᵢ yaituᵢ 

tradisiᵢ Pawaiᵢ Budayaᵢ atauᵢ yangᵢ seringᵢ dikenalᵢ masyarakatᵢ sebagaiᵢ 

Tradisiᵢ Karanavalᵢ .ᵢ Kemudianᵢ dalamᵢ menyambutᵢ hariᵢ besarᵢ agamaᵢ 

islamᵢ yaituᵢ Maulidᵢ Nabiᵢ Muhammadᵢ saw.ᵢ Masyarakatᵢ setempatᵢ 

mengadakanᵢ pengajianᵢ akbar,ᵢ santunanᵢ yatimᵢ piatu,ᵢ sertaᵢ terbukaᵢ 

untukᵢ umum.ᵢ Selainᵢ ituᵢ adaᵢ tradisiᵢ kepemudaanᵢ padaᵢ perayaanᵢ hariᵢ 

sumpahᵢ pemudaᵢ 28ᵢ Oktober,ᵢ biasanyaᵢ Karangᵢ Tarunaᵢ mengadakanᵢ 

sebuahᵢ lombaᵢ sepertiᵢ Panjatᵢ Pinang,ᵢ Makanᵢ kerupuk,ᵢ balapᵢ karungᵢ dll.ᵢ 

Padaᵢ perayaanᵢ hariᵢ ibuᵢ 22ᵢ Desemberᵢ paraᵢ ibu-ibuᵢ PKKᵢ mengadakanᵢ 

berbagaiᵢ lombaᵢ sepertiᵢ lombaᵢ tumpeng,ᵢ busana,ᵢ kerupuk,ᵢ menyanyi,ᵢ 

pidato,ᵢ pengobatanᵢ gratisᵢ untukᵢ paraᵢ lansiaᵢ .ᵢ ᵢ  

Dataᵢ komposisiᵢ masyarakatᵢ sangatᵢ pentingᵢ untukᵢ perencanaanᵢ 

pemerintahᵢ dalamᵢ segalaᵢ bidang,ᵢ terutamaᵢ digunakanᵢ pemerintahᵢ 

dalamᵢ mengukurᵢ tingkatᵢ kesejahteraanᵢ masyarakat.ᵢ Kesejahteraanᵢ dapatᵢ 
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diukurᵢ dariᵢ beberapaᵢ indikatorᵢ kesejahteraanᵢ masyarakatᵢ agarᵢ dapatᵢ 

diketahuiᵢ sejahteraᵢ atauᵢ tidaknyaᵢ masyarakatᵢ tersebut. 

2. Visi dan Misi Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih 

Lampung Tengah 

1. Visiᵢ  

Terwujudnyaᵢ Kabupatenᵢ Lampungᵢ Tengahᵢ yangᵢ Berjaya. 

2. Misiᵢ  

a. Tataᵢ Kelolaᵢ Pemerintahᵢ yangᵢ baik. 

b. Mewujudkanᵢ masyarakatᵢ yangᵢ Demokratisᵢ danᵢ Tataᵢ Hukum. 

c. Meningkatkanᵢ Pembangunanᵢ Perekomianᵢ danᵢ Sejahtera.ᵢ ᵢ  

d. Meningkatkanᵢ Iklimᵢ investasiᵢ danᵢ Iklimᵢ Usaha.ᵢ  

e. Meningkatkanᵢ Dayaᵢ dukungᵢ Saranaᵢ danᵢ Insfratruktur.
2
 

3. Struktur Organisasi Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih 

Lampung Tengahᵢ ᵢ  

Diᵢ dalamᵢ pasalᵢ 202ᵢ mengatakan,ᵢ (1)ᵢ Pemerintahanᵢ desaᵢ terdiriᵢ 

atasᵢ kepakaᵢ desaᵢ danᵢ perangkatᵢ desa.ᵢ (2)ᵢ Perangkatᵢ desaᵢ terdiriᵢ dariᵢ 

sekretarisᵢ desaᵢ danᵢ perangkatᵢ desaᵢ lainnya.ᵢ (3)ᵢ Sekretarisᵢ desaᵢ 

sebagaimanaᵢ dimaskudᵢ padaᵢ ayatᵢ (2)ᵢ diisiᵢ dariᵢ pegawaiᵢ negeriᵢ sipilᵢ 

yangᵢ memenuhiᵢ persyaratan.ᵢ Penjelasnᵢ dalamᵢ pasalᵢ 202ᵢ UUᵢ Nomorᵢ 32ᵢ 

Tahunᵢ 2004ᵢ iniᵢ menyatakanᵢ dalam,ᵢ ayatᵢ (1)ᵢ Desaᵢ yangᵢ dimaksudᵢ 

dalamᵢ ketentuanᵢ iniᵢ termasukᵢ antaraᵢ lainᵢ nagariᵢ diᵢ sumateraᵢ barat,ᵢ 

Gampongᵢ diᵢ provinsiᵢ NAD,ᵢ Lembangᵢ diᵢ Sulawesiᵢ selatan,ᵢ Kampungᵢ 

                                                       
2ᵢ Reniᵢ Bustiᵢ (Bendaharaᵢ Kampungᵢ Buyutᵢ Udik),ᵢ “Visiᵢ Danᵢ Misiᵢ Kampungᵢ Buyutᵢ 

Udikᵢ Kecamatanᵢ Gunungᵢ Sugihᵢ Lampungᵢ Tengah,”ᵢ Wawancaraᵢ Denganᵢ Penulis,ᵢ 13ᵢ Juniᵢ 

2026. 
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diᵢ Kalimantanᵢ Selatanᵢ danᵢ Papua,ᵢ Negeriᵢ diᵢ Maluku.ᵢ Ayatᵢ (2)ᵢ yangᵢ 

dimaksudᵢ denganᵢ “Peragkatᵢ desaᵢ lainnya”ᵢ dalamᵢ ketentuanᵢ iniᵢ adalahᵢ 

perangkatᵢ pembantuᵢ kepalaᵢ desaᵢ yangᵢ terdiriᵢ dariᵢ sekretarisᵢ desa,ᵢ 

pelaksanaanᵢ teknisᵢ lapanganᵢ ᵢ sepertiᵢ kepalaᵢ urusan,ᵢ danᵢ unsurᵢ 

kewilayahanᵢ sepertiᵢ kepalaᵢ dusunᵢ atauᵢ denganᵢ sebutanᵢ lain.ᵢ Ayatᵢ (3)ᵢ 

sekretarisᵢ desaᵢ yangᵢ adaᵢ selamaᵢ iniᵢ yangᵢ bukanᵢ pegawaiᵢ negeriᵢ sipilᵢ 

secaraᵢ bertahapᵢ diangkatᵢ menjadiᵢ pegawaiᵢ negeriᵢ sipilᵢ sesuaiᵢ peraturanᵢ 

perundang-undangan.
3
 

 

Tabel 1.1. Struktur Organisasi Kampung Buyut Udik , Kampung 

Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah. 

 

NO NAMA JABATAN 

1. IBNU HAJAR KEPALA KAMPUNG 

2. HENGKI MASHURI  SEKERTARIS KAMPUNG 

3. RENNY BUSTI BENDAHARA KAMPUNG  

4.  AGUS RIYANTO KEPALA URUSAN UMUM 

5. ANDRI JOHAN KEPALA URUSAN PELAYANAN 

6 OCHA HELWANDA PUTRI KEPALA SAKSI PEMERINTAH 

7. ABDULLAH KEPALA SAKSI PEMERINTAHAN 

 

Uraianᵢ tugasᵢ pokokᵢ danᵢ fungsiᵢ masing-masingᵢ bagianᵢ dalamᵢ 

strukturᵢ organisasiᵢ pemerintahᵢ Kampungᵢ Buyutᵢ Udikᵢ dapatᵢ diuraikanᵢ 

sebagaiᵢ berikut:ᵢ ᵢ  

                                                       
3ᵢ Sarmanᵢ andᵢ M.Taufikᵢ Makarao,ᵢ Hukumᵢ Pemerintahanᵢ Daerahᵢ Diᵢ Indonesiaᵢ (Jakarta:ᵢ 

PT.Rinekaᵢ Cipta,ᵢ 2012) 
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a. Kepalaᵢ Desaᵢ ᵢ Kepalaᵢ desaᵢ mempunyaiᵢ tugasᵢ menyelenggarakanᵢ 

urusanᵢ pemerintahan,ᵢ pembangunan,ᵢ danᵢ kemasyarakatan.ᵢ 

melaksanakanᵢ tugasnyaᵢ kepalaᵢ desaᵢ mempunyaiᵢ wewenang:ᵢ ᵢ  

a. Memimpinᵢ penyelenggaraanᵢ pemerintahanᵢ desaᵢ berdasarkanᵢ 

kebijakanᵢ yangᵢ diᵢ tetapkanᵢ bersamaᵢ BPD.ᵢ  

b. Mengajukanᵢ rancanganᵢ peraturanᵢ desa.ᵢ  

c. Menetapkanᵢ peraturanᵢ desaᵢ yangᵢ telahᵢ mendapatᵢ persetujuanᵢ 

bersamaᵢ BPD.ᵢ  

d. Menyusunᵢ danᵢ mengajukanᵢ rancanganᵢ peraturanᵢ desaᵢ mengenaiᵢ 

APBDesaᵢ untukᵢ dibahasᵢ danᵢ ditetapkanᵢ bersamaᵢ BPD.ᵢ  

e. Membinaᵢ kehidupanᵢ masyarakatᵢ desa.ᵢ  

f. Membinaᵢ perekonomianᵢ desa.ᵢ  

g. Mengkoordinasikanᵢ pembangunanᵢ desaᵢ secaraᵢ partisipatif.ᵢ ᵢ  

h. Mewakiliᵢ desanyaᵢ diᵢ dalamᵢ danᵢ diᵢ luarᵢ pengadilanᵢ danᵢ dapatᵢ 

menunjukᵢ kuasaᵢ hukumᵢ untukᵢ mewakilinyaᵢ sesuaiᵢ denganᵢ 

peraturanᵢ perundang-undangan,ᵢ danᵢ  

i. Melaksanakanᵢ wewenangᵢ lainᵢ sesuaiᵢ denganᵢ peraturanᵢ 

perundangundangan. 

b. Unsurᵢ Sekretariatᵢ ᵢ Unsurᵢ secretariatᵢ berkedudukanᵢ sebagaiᵢ 

pembantuᵢ danᵢ beradaᵢ diᵢ bawahᵢ Kepalaᵢ Desa.ᵢ Unsurᵢ Sekretariat,ᵢ 

dipimpinᵢ olehᵢ seorangᵢ Sekretarisᵢ Desaᵢ yangᵢ mempunyaiᵢ tugasᵢ 

membantuᵢ Kepalaᵢ Desaᵢ dibidangᵢ pembinaanᵢ danᵢ pelayananᵢ Teknisᵢ 

administrasi.ᵢ Sekertarisᵢ desaᵢ mempunyaiᵢ tugas:ᵢ ᵢ  
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a. Melakukanᵢ koordinasiᵢ terhadapᵢ kegiatanᵢ yangᵢ dilakukanᵢ olehᵢ 

unsurᵢ teknisᵢ wilayah. 

b. Melaksanakanᵢ pembinaanᵢ danᵢ pelayananᵢ teknisᵢ administrasiᵢ 

pemerintahᵢ desaᵢ danᵢ kemasyarakatan.ᵢ  

c. Melaksanakanᵢ urusanᵢ keuangan,ᵢ perlengkapan,ᵢ rumahᵢ tanggaᵢ 

desa,ᵢ suratᵢ menyuratᵢ danᵢ kearsipan. 

d. Mengumpulkan,ᵢ mengevaluasiᵢ danᵢ merumuskanᵢ dataᵢ danᵢ 

programᵢ untukᵢ pembinaanᵢ danᵢ pelayananᵢ masyarakat. 

e. Menyusunᵢ laporanᵢ pemerintahanᵢ desa.ᵢ  

f. Melaksanakanᵢ tugasᵢ lainᵢ yangᵢ diᵢ berikanᵢ olehᵢ Kepalaᵢ Desa.ᵢ  

g. Dalamᵢ melaksanakanᵢ tugasnya,ᵢ sekertarisᵢ desaᵢ diᵢ bantuᵢ olehᵢ 2ᵢ 

(dua)ᵢ orangᵢ stafᵢ yaituᵢ :ᵢ  

1) Stafᵢ Umumᵢ  

Stafᵢ umumᵢ mempunyaiᵢ tugasᵢ :ᵢ ᵢ a)ᵢ Membantuᵢ sekertarisᵢ 

desaᵢ dalamᵢ urusanᵢ umum,ᵢ baikᵢ pelayananᵢ kepadaᵢ 

masyarakatᵢ maupunᵢ rumahᵢ tanggaᵢ desa.ᵢ ᵢ b)ᵢ Melaksanakanᵢ 

pengadaanᵢ danᵢ pengelolaanᵢ perlengkapan,ᵢ inventarisᵢ barangᵢ 

bergerak/tidakᵢ bergerak,ᵢ suratᵢ ᵢ menyuratᵢ danᵢ kearsipan.ᵢ c)ᵢ 

Melaporkanᵢ keadaanᵢ pengadaanᵢ danᵢ pengelolaanᵢ urusanᵢ 

umumᵢ kepadaᵢ Kepalaᵢ Desaᵢ melaluiᵢ Sekretarisᵢ Desa.ᵢ d)ᵢ 

Melaksanakanᵢ tugasᵢ lainᵢ yangᵢ diᵢ berikanᵢ atasanᵢ atauᵢ Kepalaᵢ 

Desa.ᵢ  
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2) Stafᵢ Keuangan 

Stafᵢ keuanganᵢ memilikiᵢ tugasᵢ :ᵢ ᵢ  

a) Membantuᵢ sekretarisᵢ desaᵢ dalamᵢ halᵢ keuangan.ᵢ ᵢ  

b) Mengadakanᵢ pembukuanᵢ keuanganᵢ desa,ᵢ menerimaᵢ danᵢ 

mengeluarkanᵢ kasᵢ diᵢ sertaiᵢ denganᵢ bukti-buktiᵢ kwitansiᵢ 

yangᵢ disetujuiᵢ olehᵢ Kepalaᵢ Desa.ᵢ  

c) Melaporkanᵢ keadaanᵢ kasᵢ Desaᵢ kepadaᵢ Kuwuᵢ melaluiᵢ 

Sekretarisᵢ Desa. 

d) Melaksanakanᵢ tugasᵢ lainᵢ yangᵢ diᵢ berikanᵢ atasanᵢ atauᵢ 

Kepalaᵢ Desa.ᵢ  

3) Unsurᵢ Teknisᵢ ᵢ Unsurᵢ teknisᵢ beradaᵢ dibawahᵢ Kepalaᵢ Desaᵢ 

danᵢ bertangungᵢ jawabᵢ kepadaᵢ Kepalaᵢ Desaᵢ ,ᵢ Unsurᵢ teknisᵢ 

diᵢ pimpinᵢ olehᵢ seorangᵢ Kepalaᵢ Urusanᵢ (KAUR).ᵢ Unsurᵢ 

teknisᵢ terdiriᵢ dariᵢ :ᵢ ᵢ  

a. Urusanᵢ Ekonomiᵢ danᵢ Pembangunanᵢ ᵢ Urusanᵢ Ekonomiᵢ 

danᵢ pembangunanᵢ ,ᵢ dalamᵢ melaksanakanᵢ tugasnyaᵢ 

mempunyaiᵢ fungsiᵢ :ᵢ ᵢ  

I. Melaksanakanᵢ koordinasiᵢ ,ᵢ pelayananᵢ ,ᵢ penyuluhanᵢ 

danᵢ pembinaanᵢ bidangᵢ ekonomi,ᵢ pembangunan,ᵢ 

pertanian,ᵢ pekerjaanᵢ umumᵢ ,ᵢ irigasiᵢ danᵢ jalan.ᵢ  

II. Mengumpulkanᵢ danᵢ mengelolaᵢ danᵢ mengevaluasiᵢ 

dataᵢ bidangᵢ ekonomiᵢ pembangunan.ᵢ  
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III. Menyusunᵢ danᵢ membuatᵢ laporanᵢ bidangᵢ ekonomiᵢ 

pembangunanᵢ danᵢ melaporkanᵢ kepadaᵢ Kepalaᵢ Desa. 

IV. Melaksanakanᵢ tugasᵢ lainᵢ yangᵢ diᵢ berikanᵢ Kepalaᵢ 

Desa. 

 

b. Urusanᵢ Kesejahteraanᵢ ᵢ Rakyatᵢ danᵢ Sosialᵢ ᵢ Urusanᵢ 

kesejahteraanᵢ rakyatᵢ danᵢ sosial,ᵢ dalamᵢ melaksanakanᵢ 

tugasnyaᵢ mempunyaiᵢ fungsi:ᵢ  

1) Melaksanakanᵢ koordinasi,ᵢ pelayanan,ᵢ penyuluhanᵢ danᵢ 

pembinaanᵢ kehidupanᵢ masyarakatᵢ bidangᵢ 

kesejahteraan,ᵢ sosial,ᵢ keagamaan,ᵢ kebudayaanᵢ danᵢ 

pendidikan. 

2) Mengumpulkan,ᵢ mengelolaᵢ danᵢ mengevaluasiᵢ dataᵢ 

bidangᵢ kesejahteraan,ᵢ sosial,ᵢ keagamaan,ᵢ kebudayaanᵢ 

danᵢ pendidikan. 

3) Menyusunᵢ danᵢ membuatᵢ laporanᵢ padaᵢ bidangnyaᵢ 

sertaᵢ menyampaikannyaᵢ kepadaᵢ Kepalaᵢ Desa.ᵢ  

4) Melaksanakanᵢ tugasᵢ lainᵢ yangᵢ diberikanᵢ Kepalaᵢ 

Desa. 

 

c. Urusanᵢ Pemerintahanᵢ ᵢ Urusanᵢ pemerintahanᵢ danᵢ umumᵢ 

dalamᵢ melaksanakanᵢ tugasnyaᵢ mempunyaiᵢ fungsiᵢ :ᵢ ᵢ  

1) Penyusunanᵢ programᵢ sertaᵢ penyelenggaraanᵢ 

ketatausahaanᵢ danᵢ kearsipan.ᵢ  



60 

 

 

2) Penyusunanᵢ programᵢ sertaᵢ melakukanᵢ urusanᵢ 

perlengkapanᵢ danᵢ inventarisᵢ Desa.ᵢ ᵢ  

3) ᵢ Penyusunanᵢ programᵢ danᵢ urusanᵢ rumahᵢ tanggaᵢ Desa.ᵢ ᵢ  

4) Penyusunanᵢ programᵢ danᵢ rencanaᵢ anggaranᵢ danᵢ belanjaᵢ 

desa.ᵢ  

5) Penyusunanᵢ Rencanaᵢ laporanᵢ keuanganᵢ 

pertanggungjawabanᵢ Kepalaᵢ Desa.ᵢ  

6) Penyusunanᵢ pertanggungjawabanᵢ administrasiᵢ keuanganᵢ 

pemerintahanᵢ Desa. 

7) Penyusunanᵢ rencanaᵢ penyelenggaraanᵢ pemerintahanᵢ 

Desaᵢ danᵢ pemerintahanᵢ umum. 

8) Penyusunanᵢ rencanaᵢ danᵢ pengumpulanᵢ bahanᵢ dalamᵢ 

rangkaᵢ pembinaanᵢ wilayahᵢ danᵢ masyarakat.ᵢ  

9) Penyusunanᵢ programᵢ danᵢ pelayananᵢ kepadaᵢ masyarakatᵢ 

diᵢ bidangᵢ pemerintahan.ᵢ  

10) Penyusunanᵢ rencanaᵢ danᵢ melakukanᵢ pengadministrasianᵢ 

diᵢ bidangᵢ pemerintahan,ᵢ ketentramanᵢ danᵢ ketertiban. 

11) Penyusunanᵢ programᵢ danᵢ pengadministrasianᵢ diᵢ bidangᵢ 

kependudukanᵢ danᵢ catatanᵢ sipilᵢ sertaᵢ administrasiᵢ 

pertanahan.ᵢ  

c. Unsurᵢ Wilayah Unsurᵢ Wilayahᵢ dipimpinᵢ olehᵢ seorangᵢ Kepalaᵢ 

Dusun.ᵢ Unsurᵢ Wilayah,ᵢ dalamᵢ melaksanakanᵢ tugasnyaᵢ mempunyaiᵢ 

fungsiᵢ :ᵢ ᵢ  
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1) Penyelenggaraᵢ pemerintahanᵢ tingkatᵢ dusun. 

2) Membinaᵢ kehidupanᵢ masyarakatᵢ dusun.ᵢ  

3) Membinaᵢ perekonomianᵢ dusun.ᵢ  

4) Memeliharaᵢ ketentramanᵢ danᵢ ketertibanᵢ masyarakatᵢ dusun.ᵢ ᵢ  

5) Mendamaikanᵢ perselisihanᵢ masyarakatᵢ dusun. 

6) Melaksanakanᵢ tugas-tugasᵢ lainᵢ yangᵢ diberikanᵢ Kepalaᵢ Desa. 

 

B. Implementasi Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2024 tentang 

Penambahan masa jabatan kepala desa di Kampung Buyut Udik 

Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah 

1. Pelaksanaan Ketentuan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa di 

Kampung Buyut Udik 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 membawa perubahan 

terhadap pengaturan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya diatur 

dalam ketentuan terdahulu. Perubahan tersebut berdampak pada 

penyelenggaraan pemerintahan desa karena berhubungan dengan 

keberlanjutan kepemimpinan, pelaksanaan program desa, serta pembatasan 

kekuasaan terhadap kepala desa.Kampung Buyut Udik merupakan salah 

satu wilayah administrasi di Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten 

Lampung Tengah. Kampung ini berada di wilayah pusat pemerintahan 

Kabupaten Lampung Tengah dan memiliki karakter wilayah pedesaan 

dengan aktivitas masyarakat yang cukup beragam.  

Dalam konteks implementasi, penambahan masa jabatan kepala 

desa perlu dilihat tidak hanya sebagai perubahan administratif, tetapi juga 
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sebagai perubahan yang memengaruhi praktik penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Implementasi tersebut dapat dilihat melalui bagaimana 

pemerintah desa memahami perubahan aturan, bagaimana kebijakan 

dijalankan, serta bagaimana mekanisme pembatasan kekuasaan tetap 

berlangsung. 

Revisi penambahan durasi kepemimpinan pimpinan kelurahan 

sebagaimana dimuat pada UndangUndang terkait substansi legalitas masa 

dinas pamong wilayah pada UU No. 3/2024 dengan ketetapan baru selama 

8 tahun, menimbulkan indikasi inkonsistensi terhadap asas hak dipilih 

yang diproteksi lewat Konstitusi Tertinggi, spesifiknya Pasal 28D ayat (3) 

dengan penegasan bahwa seluruh elemen sipil mengantongi legalitas 

memilih maupun dipilih. Hal tersebut menandakan setiap penduduk 

domestik mempunyai kans setara guna turut andil pada birokrasi negara, 

mencakup sistem perwakilan secara langsung atau tidak langsung, bebas 

perlakuan timpang. Argumentasi tersebut selaras terhadap data tanya 

jawab riil bersama Kepala kampung buyut udik , menyatakan bahwa :  

“Mengenai tetang perubahan masa jabatan ini memberikan saya 

kesempatan untuk mengabdi kepada masyarakat lebih lama lagi, 

pembangunan kampung yang berjalan sesuai harapan da dapat 

dinikmati masyarakat serta aparatur kampung buyut udik ini 

,tentang pembatasan hak untuk memilih dan dipilih saya juga 

melibatkan warga untuk serta ikut berpartisipasi membangun 

kampung buyut udik bersama saya lebih lama lagi”  
 

(wawancara dengan bapak ibnu hajar, 15 juni 2026)
4
 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa 

kebijakan penambahan masa jabatan kepala desa dipandang sebagai upaya 

                                                       
4 Wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar Kepala Kampung Buyut Udik,Senin 15 Juni 
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untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program pembangunan serta 

mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun 

demikian, apabila dikaji melalui perspektif konstitusionalisme, 

keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari tercapainya 

efektivitas pemerintahan. Konstitusionalisme menegaskan bahwa setiap 

perubahan yang berkaitan dengan kewenangan maupun masa jabatan harus 

tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan disertai mekanisme 

pengawasan yang memadai. Dengan demikian, meskipun penambahan 

masa jabatan memberikan waktu yang lebih panjang bagi kepala desa 

dalam merealisasikan program kerja, pelaksanaannya tetap harus 

memperhatikan prinsip pembatasan kekuasaan guna menghindari 

terjadinya pemusatan kewenangan. 

Hukum dasar tertulis merupakan norma yuridis puncak suatu 

bangsa yang merangkum ketentuan esensial berupa proteksi terhadap hak 

fundamental kemanusiaan serta elemen sipil, tatanan birokrasi negara yang 

bersifat prinsipil, hingga pemisahan sekaligus pematokan wewenang 

administrasi publik secara mendalam. Dokumen legalitas tertinggi ini 

lazimnya mengakomodasi ketentuan-ketentuan pokok semisal kepastian 

hukum atas kemerdekaan individu maupun hak publik, kerangka tata 

kelola kekuasaan yang sentral, berikut distribusi maupun limitasi fungsi 

eksekutif-legislatif secara struktural. 

Pasalᵢ 28ᵢ dᵢ ayatᵢ 3ᵢ Mengacuᵢ padaᵢ semuaᵢ Wargaᵢ Negaraᵢ 

Indonesia,ᵢ tanpaᵢ memandangᵢ latarᵢ belakangᵢ suku,ᵢ agama,ᵢ ras,ᵢ jenisᵢ 
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kelamin,ᵢ atauᵢ statusᵢ sosialᵢ ekonomi.ᵢ Kemudianᵢ Menegaskanᵢ bahwaᵢ 

setiapᵢ wargaᵢ negaraᵢ memilikiᵢ hakᵢ untukᵢ mendapatkanᵢ perlakuanᵢ yangᵢ 

adilᵢ dalamᵢ pemerintahan.ᵢ Iniᵢ mencakupᵢ hakᵢ untukᵢ dipilihᵢ danᵢ memilihᵢ 

dalamᵢ pemilu,ᵢ hakᵢ untukᵢ diangkatᵢ dalamᵢ jabatanᵢ pemerintahan,ᵢ danᵢ 

hakᵢ untukᵢ berpartisipasiᵢ dalamᵢ prosesᵢ pengambilanᵢ kebijakanᵢ danᵢ 

menunjukkanᵢ bahwaᵢ hakᵢ iniᵢ berlakuᵢ dalamᵢ konteksᵢ kelembagaanᵢ 

negaraᵢ danᵢ prosesᵢ penyelenggaraanᵢ pemerintahan.ᵢ Berdasarkanᵢ 

penjelasanᵢ hakᵢ konstitusionalᵢ danᵢ pasalᵢ 28ᵢ Dᵢ ayatᵢ 3ᵢ dapatᵢ disimpulkanᵢ 

bahwaᵢ perpanjanganᵢ masaᵢ jabatanᵢ kepalaᵢ desaᵢ yangᵢ terdapatᵢ dalamᵢ 

UUᵢ Noᵢ 3ᵢ Tahunᵢ 2024ᵢ bertentanganᵢ denganᵢ danᵢ melanggarᵢ hakᵢ 

konstitusionalᵢ dalamᵢ UUDᵢ 1945.ᵢ Halᵢ tersebuatᵢ sesuaiᵢ denganᵢ hasilᵢ 

wawancaraᵢ denganᵢ ibuᵢ Putriᵢ ,ᵢ selakuᵢ badanᵢ permusyawaratanᵢ desaᵢ ,ᵢ 

yangᵢ menyatakanᵢ bahwaᵢ :  

“menurut saya uud no 3 tahun 2024 mengenai perpanjangan masa 

jabatan lurah ini tak lepas dari pengawasan kami terhadap kepala 

desa mekanisme pengawasan yang tidak terdapat perubahan, 

mengenai potensi pemusatan kekuasaan tidak menimbulkan 

dampak apapun, masyarakat juga tetap memiliki ruang untuk 

melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa , mengenai 

prinsip konstitusioalisme ada hak yang melanggar contohnya 

pembatasan hak pilih Hal ini membatasi hak warga untuk memilih 

dan dipilih secara berkala, yang merupakan prinsip demokrasi dan 

berpotensi penyalahgunaan kekuasaan makanya kami sebagai 

badan permusyawaratan desa meningkatkan pengawasan agar tidak 

terjadinya penyalahgunaan kekuasaan “ 

 

(wawancara dengan ibu putri, 13 Juni jum’at 2026)
5
 

 

Dalamᵢ sejarahnya,ᵢ masaᵢ jabatanᵢ Kepalaᵢ Desaᵢ telahᵢ mengalamiᵢ 

sejumlahᵢ perubahanᵢ untukᵢ menyesuaikanᵢ denganᵢ kebutuhanᵢ sertaᵢ 

                                                       
5 Wawancara dengan Ibu Putri, Anggota BPD Kampug Buyut Udik, Jumat, 13 Juni 
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dinamikaᵢ pemerintahanᵢ yangᵢ terjadiᵢ diᵢ tingkatᵢ desa.ᵢ Halᵢ iniᵢ 

menunjukkanᵢ bahwaᵢ masaᵢ jabatanᵢ Kepalaᵢ Desaᵢ merupakanᵢ salahᵢ satuᵢ 

ketentuanᵢ yangᵢ memungkinkanᵢ dilakukanᵢ perubahan,ᵢ denganᵢ 

mempertimbangkanᵢ urgensiᵢ danᵢ perkembanganᵢ dinamikaᵢ pemerintahanᵢ 

desaᵢ yangᵢ semakinᵢ kompleks.ᵢ Perubahanᵢ tersebutᵢ tidakᵢ hanyaᵢ dipicuᵢ 

olehᵢ kebutuhanᵢ administratif,ᵢ tetapiᵢ jugaᵢ olehᵢ adanyaᵢ upayaᵢ untukᵢ 

menjawabᵢ tantanganᵢ yangᵢ munculᵢ diᵢ masyarakatᵢ desaᵢ yangᵢ terusᵢ 

berkembang.ᵢ Sebelumᵢ dilakukanᵢ perubahan,ᵢ dalamᵢ Undang-Undangᵢ 

tentangᵢ Desa,ᵢ tepatnyaᵢ padaᵢ Pasalᵢ 39ᵢ ayatᵢ 1ᵢ Undang-Undangᵢ No.ᵢ 6ᵢ 

Tahunᵢ 2014,ᵢ dijelaskanᵢ bahwaᵢ Kepalaᵢ Desaᵢ diberikanᵢ masaᵢ jabatanᵢ 

selamaᵢ 6ᵢ (enam)ᵢ tahunᵢ dalamᵢ satuᵢ periodeᵢ kepemimpinan.ᵢ Halᵢ iniᵢ 

berbedaᵢ denganᵢ masaᵢ jabatanᵢ kepalaᵢ daerahᵢ lainnya,ᵢ yangᵢ berlangsungᵢ 

selamaᵢ 5ᵢ (lima)ᵢ tahun.ᵢ Tujuanᵢ dariᵢ ketentuanᵢ iniᵢ adalahᵢ untukᵢ 

mengakomodasiᵢ perbedaanᵢ polarisasiᵢ politikᵢ yangᵢ adaᵢ diᵢ tingkatᵢ desa,ᵢ 

yangᵢ dinilaiᵢ jauhᵢ berbedaᵢ denganᵢ dinamikaᵢ politikᵢ diᵢ tingkatᵢ 

pemerintahanᵢ yangᵢ lebihᵢ tinggi.Berdasarkanᵢ faktaᵢ yangᵢ ditemukan,ᵢ 

setelahᵢ pelaksanaanᵢ pestaᵢ demokrasiᵢ diᵢ tingkatᵢ desa,ᵢ seringᵢ kaliᵢ 

munculᵢ perpecahanᵢ diᵢ antaraᵢ wargaᵢ desa,ᵢ yangᵢ berdampakᵢ padaᵢ 

ketidakstabilanᵢ tatananᵢ danᵢ kinerjaᵢ pemerintahanᵢ desaᵢ diᵢ awalᵢ masaᵢ 

kepemimpinan.ᵢ Olehᵢ karenaᵢ itu,ᵢ penambahanᵢ masaᵢ jabatanᵢ selamaᵢ 1ᵢ 

(satu)ᵢ tahunᵢ dianggapᵢ perluᵢ sebagaiᵢ upayaᵢ untukᵢ mengharmonisasiᵢ 

hubunganᵢ antarwargaᵢ desa.ᵢ Langkahᵢ iniᵢ diambilᵢ olehᵢ Kepalaᵢ Desaᵢ 

bersamaᵢ perangkatᵢ desaᵢ lainnya,ᵢ denganᵢ tujuanᵢ agarᵢ merekaᵢ dapatᵢ 
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melaksanakanᵢ program-programᵢ pemerintahannyaᵢ secaraᵢ lebihᵢ efektifᵢ 

danᵢ optimal. 

Untuk mengetahui bagaimana implementasi penambahan masa 

jabatan kepala desa dipahami dan diterima oleh masyarakat, peneliti 

melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat Kampung Buyut 

Udik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh pandangan masyarakat 

mengenai perubahan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2024 serta pengaruhnya terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan desa, berikut hasil wawancara lapangan 

dengan salah satu masyarakat kampong buyut udik :  

“Menurut saya ada sisi positifnya karena kepala desa punya waktu 

lebih panjang untuk menyelesaikan program yang sudah 

direncanakan. Kadang program pembangunan memang tidak 

selesai dalam waktu singkat, Kalau kepala desanya bekerja dengan 

baik mungkin bisa membantu pembangunan berjalan lebih stabil. 

Tapi kalau tidak diawasi juga bisa membuat jabatan terlalu lama 

dan masyarakat jadi kurang punya kesempatan memilih pemimpin 

baru tetap harus ada pengawasan dari BPD dan masyarakat supaya 

kepala desa tetap menjalankan tugas sesuai aturan”  

 

(wawancara dengan ibu Nur, jum’at, 13 Juni 2025)
6
 

Berdasarkan pandangan masyarakat, dapat dipahami bahwa 

kebijakan penambahan masa jabatan kepala desa tidak diterima secara 

penuh tanpa adanya pertimbangan tertentu, melainkan tetap disertai 

harapan agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara optimal. Hasil 

tersebut menunjukkan adanya pemahaman masyarakat mengenai 

pentingnya pembatasan kekuasaan serta keterlibatan publik dalam 

                                                       
6 Wawancara dengan Ibu Nur Masyarakat Kampung Buyut Udik jum’at, 13 Juni 
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penyelenggaraan pemerintahan desa. Apabila ditinjau dari teori 

konstitusionalisme, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat 

merupakan salah satu bentuk pengendalian untuk memastikan bahwa 

pelaksanaan kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum dan diarahkan 

bagi kepentingan umum. Oleh karena itu, peran masyarakat bersama BPD 

tidak hanya terbatas pada pelaksanaan fungsi administratif pemerintahan 

desa, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan 

pengendalian terhadap jalannya pemerintahan di tingkat desa. 

Pandangan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa implementasi 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengenai penambahan masa 

jabatan kepala desa tidak hanya dipahami sebagai perubahan administratif, 

tetapi juga berkaitan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dalam 

perspektif konstitusionalisme. Oleh karena itu, keberadaan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), partisipasi masyarakat, dan prinsip 

akuntabilitas menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa 

penambahan masa jabatan tetap berjalan sesuai dengan prinsip 

pemerintahan yang demokratis. 

Jikaᵢ dianalisisᵢ lebihᵢ mendalam,ᵢ urgensiᵢ penambahanᵢ masaᵢ 

jabatanᵢ Kepalaᵢ Desaᵢ terletakᵢ padaᵢ peningkatanᵢ produktivitasᵢ kepalaᵢ 

desaᵢ ituᵢ sendiri.ᵢ Penambahanᵢ masaᵢ jabatanᵢ iniᵢ dianggapᵢ sebagaiᵢ 

langkahᵢ yangᵢ logisᵢ karenaᵢ dapatᵢ mendukungᵢ kinerjaᵢ Kepalaᵢ Desaᵢ agarᵢ 

semakinᵢ maksimal.ᵢ Denganᵢ perpanjanganᵢ masaᵢ jabatan,ᵢ Kepalaᵢ Desaᵢ 

memilikiᵢ lebihᵢ banyakᵢ waktuᵢ danᵢ ruangᵢ untukᵢ meningkatkanᵢ 
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kesejahteraanᵢ masyarakatᵢ sertaᵢ menyelesaikanᵢ berbagaiᵢ proyekᵢ 

pembangunanᵢ desaᵢ yangᵢ masihᵢ tertunda.ᵢ Perpanjanganᵢ iniᵢ bukanlahᵢ 

bentukᵢ arogansiᵢ dariᵢ Kepalaᵢ Desa,ᵢ melainkanᵢ sebuahᵢ strategiᵢ untukᵢ 

memastikanᵢ keberlanjutanᵢ danᵢ efektivitasᵢ program-programᵢ 

pembangunanᵢ desaᵢ yangᵢ telahᵢ dirancangᵢ sebelumnya.ᵢ Halᵢ tersebutᵢ 

disampaikanᵢ langsungᵢ olehᵢ aparaturᵢ desaᵢ yangᵢ menyatakanᵢ sebagaiᵢ 

berikut:  

“Adanya perubahan administrasi dan munculnya pertanyaan – 

pertanyaan dari masyarakat kenapa masa jabatan lurah tiba-tiba 

diperpanjang tetapi Dengan perpanjangan masa jabatan, Kepala 

Desa memiliki lebih banyak waktu dan ruang untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat serta menyelesaikan berbagai proyek 

pembangunan desa yang masih tertunda . Perpanjangan ini 

bukanlah bentuk arogansi dari Kepala Desa, melainkan sebuah 

strategi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program-

program pembangunan desa yang telah dirancang sebelumnya.”  

 

(wawancara dengan ibu Renny, jum’at, 13 Juni 2025)
7
 

Dariᵢ pemaparanᵢ diatasᵢ dapatᵢ dikatakanᵢ Regulasiᵢ mengenaiᵢ masaᵢ 

jabatanᵢ danᵢ rotasiᵢ kepalaᵢ desaᵢ yangᵢ terlaluᵢ panjangᵢ berpotensiᵢ 

menimbulkanᵢ masalahᵢ institusional,ᵢ karenaᵢ ketentuanᵢ tersebutᵢ dapatᵢ 

bertentanganᵢ denganᵢ prinsip-prinsipᵢ dasarᵢ ketatanegaraan.ᵢ Pemilihanᵢ 

kepalaᵢ desaᵢ merupakanᵢ prosesᵢ yangᵢ eratᵢ kaitannyaᵢ denganᵢ partisipasiᵢ 

aktifᵢ masyarakatᵢ desa,ᵢ yangᵢ padaᵢ dasarnyaᵢ mencerminkanᵢ partisipasiᵢ 

politik.ᵢ Partisipasiᵢ politikᵢ sendiriᵢ merupakanᵢ ukuranᵢ pentingᵢ dalamᵢ 

menilaiᵢ sejauhᵢ manaᵢ wargaᵢ negaraᵢ dapatᵢ menginterpretasikanᵢ danᵢ 

mengaplikasikanᵢ simbolᵢ kekuasaan,ᵢ sepertiᵢ kebijakanᵢ kesejahteraanᵢ 

                                                       
7Wawancara dengan Ibu Renny Aparatur Kampung Buyut Udik, jum’at, 13 Juni 
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sosial,ᵢ sebagaiᵢ indikatorᵢ dariᵢ kapasitasᵢ danᵢ kualitasᵢ mereka.ᵢ Olehᵢ 

karenaᵢ itu,ᵢ tuntutanᵢ untukᵢ memperpanjangᵢ masaᵢ jabatanᵢ kepalaᵢ desaᵢ 

dianggapᵢ mendesakᵢ danᵢ memerlukanᵢ pertimbanganᵢ yangᵢ komprehensifᵢ 

untukᵢ memastikanᵢ keselarasanᵢ denganᵢ prinsip-prinsipᵢ demokrasiᵢ danᵢ 

tataᵢ kelolaᵢ pemerintahanᵢ yangᵢ baik.ᵢ masaᵢ jabatanᵢ kepalaᵢ desaᵢ 

diperpanjangᵢ menjadiᵢ delapanᵢ tahunᵢ terhitungᵢ sejakᵢ tanggalᵢ pelantikan.ᵢ 

Selainᵢ itu,ᵢ pasalᵢ iniᵢ mengaturᵢ bahwaᵢ kepalaᵢ desaᵢ diperbolehkanᵢ untukᵢ 

menjabatᵢ hinggaᵢ duaᵢ periode,ᵢ baikᵢ secaraᵢ berturut-turutᵢ maupunᵢ tidakᵢ 

berturut-turut.ᵢ Ketentuanᵢ iniᵢ dirancangᵢ untukᵢ memberikanᵢ kerangkaᵢ 

yangᵢ jelasᵢ mengenaiᵢ durasiᵢ kepemimpinanᵢ kepalaᵢ desaᵢ danᵢ 

memungkinkanᵢ fleksibilitasᵢ dalamᵢ penugasanᵢ periodeᵢ jabatan,ᵢ sambilᵢ 

tetapᵢ mengendalikanᵢ durasiᵢ kepemimpinanᵢ gunaᵢ mendukungᵢ prinsip-

prinsipᵢ demokrasiᵢ danᵢ regenerasiᵢ kepemimpinan. 

 

C. Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif 

Konstitusionalisme 

Perubahan pengaturan durasi kepemimpinan pimpinan kelurahan 

melalui regulasi UU No. 3/2024 mengenai Pembaruan Kedua atas UU No. 

6/2014 perihal Pemerintahan Kelurahan menjadi bagian dari rekonstruksi yang 

terbilang mendasar pada penyelenggaraan tata kelola lokal di Indonesia. 

Perubahan ini terlihat pada ketentuan masa masa dinas pamong wilayah yang 

sebelumnya ditetapkan dalam tempo enam warsa setiap periode serta berhak 

menduduki kursi paling banyak tiga periode, kemudian beralih rupa selama 
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delapan warsa setiap periode serta diperkenankan memimpin paling banyak 

dua kali masa bakti. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian 

kebijakan hukum yang bertujuan guna menyediakan ruang secara ekstra luas 

terhadap pamong lokal pada pengeksekusian agenda pembangunan fisik 

maupun menjaga kesinambungan manajemen roda birokrasi tingkat kelurahan. 

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, perubahan masa 

jabatan tersebut membawa konsekuensi terhadap pola kepemimpinan dan tata 

kelola pemerintahan di tingkat desa. Penambahan masa jabatan dipandang 

dapat memberikan waktu yang lebih memadai bagi kepala desa untuk 

merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan program pembangunan 

desa yang membutuhkan jangka waktu relatif panjang. Dengan masa jabatan 

yang lebih panjang, kepala desa dinilai memiliki kesempatan untuk menjaga 

stabilitas pemerintahan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program 

kerja yang telah direncanakan.  

Apabila dikaitkan dengan kondisi di Kampung Buyut Udik, 

implementasi perubahan masa jabatan kepala desa perlu dilihat tidak hanya 

dari sisi keberlangsungan program pemerintahan, tetapi juga dari sisi 

bagaimana perubahan tersebut memengaruhi pelaksanaan prinsip-prinsip 

konstitusionalisme dalam pemerintahan desa. Konstitusionalisme pada 

dasarnya menempatkan hukum sebagai instrumen pembatas kekuasaan 

sehingga setiap kewenangan yang diberikan kepada pejabat publik harus tetap 

berada dalam koridor hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena 

itu, perubahan masa jabatan kepala desa tidak cukup dinilai hanya berdasarkan 
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efektivitas pemerintahan, tetapi juga perlu dianalisis dari aspek pembatasan 

kekuasaan, akuntabilitas, pengawasan, dan partisipasi masyarakat.  

Prinsip pembatasan kekuasaan merupakan salah satu unsur penting 

dalam konstitusionalisme. Pada lingkup tata kelola kelurahan, regulasi durasi 

kepemimpinan pimpinan wilayah merupa wujud limitasi terhadap lamanya 

seseorang menduduki jabatan publik agar tidak terjadi sentralisasi otoritas 

pada rentang periode yang terlampau panjang. Meskipun ketetapan regulasi 

UU No. 3/2024 memberikan tambahan waktu dinas menjadi delapan tahun, 

restriksi tetap diberlakukan melalui pembatasan jumlah periode jabatan. 

Dengan demikian, perubahan tersebut tidak menghapus prinsip pembatasan 

kekuasaan, melainkan mengubah bentuk pengaturannya..   

Namun demikian, dari perspektif konstitusionalisme, penambahan 

masa jabatan tetap menimbulkan ruang untuk dilakukan evaluasi. Masa 

jabatan yang lebih panjang berpotensi memperkuat posisi kepala desa dalam 

struktur pemerintahan desa sehingga dapat memengaruhi dinamika demokrasi 

lokal apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif. 

Dalam kondisi tersebut, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

menjadi penting sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain BPD, keterlibatan 

masyarakat melalui forum musyawarah desa dan pengawasan sosial juga 

menjadi instrumen yang mendukung terwujudnya prinsip checks and balances 

dalam pemerintahan desa.  
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Selain aspek pembatasan kekuasaan, implementasi perubahan masa 

jabatan kepala desa juga perlu dianalisis berdasarkan prinsip akuntabilitas. 

Pimpinan kelurahan selaku pemegang kewenangan tata kelola lokal 

mengantongi beban kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

penyelenggaraan tugas, kebijakan, maupun penggunaan kewenangannya 

kepada masyarakat selaras terhadap koridor regulasi yang berkekuatan hukum. 

Oleh sebab itu, semakin panjang masa jabatan yang dimiliki, semakin besar 

pula desakan atas keterbukaan publik serta pertanggungjawaban pada 

manajemen birokrasi tingkat kelurahan..  

Di sisi lain, penambahan masa jabatan kepala desa juga berkaitan 

dengan prinsip regenerasi kepemimpinan dalam demokrasi. Pembatasan masa 

jabatan pada dasarnya bertujuan membuka kesempatan bagi lahirnya 

pemimpin baru serta mencegah dominasi kekuasaan oleh individu yang sama 

dalam waktu yang terlalu panjang. Dalam konteks ini, perubahan masa jabatan 

menjadi delapan tahun perlu diimbangi dengan mekanisme demokratis yang 

tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan evaluasi terhadap 

kinerja kepala desa melalui proses politik yang terbuka dan partisipatif.  

Jika dianalisis berdasarkan teori konstitusionalisme yang digunakan 

dalam penelitian ini, implementasi penambahan masa jabatan kepala desa 

pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum sepanjang 

tetap memenuhi unsur limited government, checks and balances, dan 

akuntabilitas pemerintahan desa. Pembatasan kekuasaan tidak selalu dimaknai 

sebagai pembatasan waktu jabatan semata, tetapi juga mencakup adanya 
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kontrol kelembagaan, keterbukaan pemerintahan, serta partisipasi masyarakat 

dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa. Oleh karena itu, keberhasilan 

implementasi kebijakan ini tidak ditentukan oleh lamanya masa jabatan, 

melainkan oleh efektivitas mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan 

terhadap kepala desa. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengenai penambahan masa jabatan 

kepala desa pada dasarnya masih dapat dipandang selaras dengan prinsip 

konstitusionalisme sepanjang tetap disertai mekanisme pembatasan 

kekuasaan, pengawasan oleh BPD, partisipasi masyarakat, serta pelaksanaan 

prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan 

demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut tidak hanya 

ditentukan oleh lamanya masa jabatan yang diberikan, tetapi juga oleh 

efektivitas mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan 

kewenangan kepala desa agar tetap sesuai dengan tujuan pemerintahan yang 

demokratis dan berdasarkan hukum. 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

penambahan masa jabatan kepala desa di Kampung Buyut Udik, Kecamatan 

Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan 

perubahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun 

memberikan dampak terhadap keberlangsungan penyelenggaraan 

pemerintahan desa, khususnya dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan 

program pembangunan yang telah direncanakan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pemerintah kampung, Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD), perangkat kampung, dan masyarakat pada umumnya memahami serta 

menerima pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kondisi di Kampung 

Buyut Udik memperlihatkan bahwa kepala desa telah memperoleh 

kepercayaan masyarakat untuk memimpin dalam beberapa periode melalui 

mekanisme pemilihan kepala desa sebelum diberlakukannya Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2024. Dengan demikian, keberlanjutan kepemimpinan kepala 

desa tidak semata-mata disebabkan oleh perubahan masa jabatan, tetapi juga 

dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan 

kepala desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di kampung. 
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Berdasarkan perspektif konstitusionalisme, implementasi penambahan 

masa jabatan kepala desa di Kampung Buyut Udik telah mencerminkan 

prinsip pembatasan kekuasaan karena pelaksanaannya tetap berlandaskan 

ketentuan hukum yang berlaku dan disertai mekanisme pengawasan oleh 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa masyarakat menerima kebijakan penambahan masa 

jabatan kepala desa karena dinilai mampu mendukung keberlanjutan 

pembangunan dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan 

desa. Meskipun demikian, masyarakat tetap mengharapkan agar fungsi 

pengawasan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terus 

ditingkatkan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan kewenangan 

kepala desa. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2024 di Kampung Buyut Udik dapat dinilai tetap sejalan dengan prinsip-

prinsip konstitusionalisme, karena terdapat keseimbangan antara pemberian 

kewenangan kepada kepala desa dengan mekanisme pembatasan kekuasaan 

melalui pengawasan, pertanggungjawaban, dan keterlibatan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka saran yang dapat 

disampaikan peneliti sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Desa 

Pemerintah desa diharapkan dapat melaksanakan ketentuan 

mengenai penambahan masa jabatan kepala desa sebagaimana diatur 
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dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dengan tetap berpedoman 

pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, 

dan akuntabel. Masa jabatan yang lebih panjang hendaknya dimanfaatkan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat 

pelaksanaan pembangunan desa, serta memastikan tercapainya tujuan 

pemerintahan desa secara efektif tanpa mengesampingkan mekanisme 

pengawasan dan pertanggungjawaban.  

2. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

BPD diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara 

optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai bentuk 

penerapan prinsip pembatasan kekuasaan dalam perspektif 

konstitusionalisme. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada 

aspek administratif, tetapi juga terhadap pelaksanaan program kerja, 

pengelolaan anggaran desa, dan keterbukaan informasi kepada 

masyarakat sehingga tercipta mekanisme checks and balances dalam 

pemerintahan desa.  

 

3. Bagi Masyarakat Desa 

Masyarakat diharapkan tetap berperan aktif dalam mengawasi 

penyelenggaraan pemerintahan desa melalui partisipasi dalam 

musyawarah desa, penyampaian aspirasi, serta pengawasan terhadap 

kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Partisipasi masyarakat 

menjadi unsur penting dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan 
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pemerintahan desa dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan 

akibat masa jabatan yang lebih panjang.  

4. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan 

Pemerintah dan pembentuk kebijakan diharapkan melakukan 

evaluasi secara berkala terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2024 khususnya terkait penambahan masa jabatan kepala desa 

untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap selaras dengan prinsip 

konstitusionalisme, demokrasi, dan pembatasan kekuasaan. Evaluasi 

tersebut diperlukan untuk melihat efektivitas kebijakan terhadap 

pembangunan desa sekaligus mengantisipasi potensi terjadinya 

konsentrasi kekuasaan di tingkat desa.  

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena dilakukan pada satu 

lokasi penelitian sehingga belum dapat menggambarkan kondisi 

implementasi secara menyeluruh di berbagai desa. Oleh karena itu, 

peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan 

cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan yang 

berbeda agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai 

implementasi penambahan masa jabatan kepala desa dalam perspektif 

konstitusionalisme. 
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